
 

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO. 1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna 

 PADA PENGUASAAN JAMINAN NASABAH DEBITUR  

ATAS NAMA NON DEBITUR 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

Diajukan Oleh : 

MUHAMMAD AKHYAR SIDDIQ 

NIM. 200102100 

 

Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum  

Prodi Hukum Ekonomi Syraiah 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY 

DARUSSALAM BANDA ACEH 

2024 M/1446 H 

 



i  

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO.1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna 

PADA PENGUASAAN JAMINAN NASABAH DEBITUR ATAS 

NAMA NON DEBITUR 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh 

Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi 

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah 

 

 

Oleh: 

 

MUHAMMAD AKHYAR SIDDIQ 

NIM. 200102100 

Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Prodi Hukum Ekonomi Syariah 

 

 

 

 

Di setujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan Oleh: 
 

 

 

 

 

PEMBIMBING I 

 

 

 

 

Saifuddin Sa’dan, S.Ag. M.Ag 

NIP. 197102022001112002 

PEMBIMBING II 

 

 

 

 

Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H 

NIP. 20020029101 



ii  

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO. 1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna PADA 

PENGUASAAN JAMINAN NASABAH DEBITUR ATAS NAMA NON 

DEBITUR 

 

SKRIPSI 

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi 

Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Ar-Raniry 

dan Dinyatakan Lulus serta Diterima 

Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjan (S-1) 

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari’ah 

 

Pada Hari/Tanggal:  16 Agustus 2024 M 

          11 Safar 1446 H 

 

di Darussalam, Banda Aceh 

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi: 

 

Ketua 

 

 

 

Saifuddin, S.Ag.,M.Ag 

NIP.  197102022001121002 

Sekretaris 

 

 

 

Nahara Eriyanti, M.H 

NIP.199102202023212035 

 

Penguji I 

 

 

 

Misran, M.Ag 

NIP. 197507072006041004 

Penguji II 

 

 

 

Riadhus Sholihin, M.H 

 

Mengetahui 

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Prof. Dr. Kamaruzzaman. M.Sh 

NIP. 197809172009121006 

NIP. 199311012019031114



 

iii 
 

 

KEMENTERIAN AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966 

 

 

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH 

Yang bertanda tangan di bawah ini 

 Nama  : 

 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah 

 Fakultas : Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 

 

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya: 

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan 

mempertanggungjawabkan; 

2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain; 

3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli 

atau tanpa izin pemilik karya; 

4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data; 

5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini. 

 

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui 

pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti 

bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar 

akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas 

Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 

 

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. 

  

Banda Aceh, 8 Agustus 2024 

Yang Menyatakan, 

 

 

 

 

 

 Muhammad Akhyar Siddiq 

 Muhammad Akhyar Siddiq 

 NIM  : 200102100 



ABSTRAK 

 

Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh 

Nomor 1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna terkait penguasaan jaminan milik pihak ketiga 

oleh bank syariah dalam konteks pembiayaan murabahah. Fokus utama penelitian 

ini adalah memahami bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan 

tuntutan pihak bank meskipun jaminan tersebut bukan milik debitur, serta menilai 

kesesuaian keputusan tersebut dengan prinsip hukum Islam. Untuk memperoleh 

data yang objektif dan valid, penulis menggunakan desain penelitian dengan 

pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bersifat kualitatif (qualitative research) 

dengan fokus pada analisis isi (content analysis). Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim 

memutuskan untuk mengabulkan tuntutan bank berdasarkan adanya wanprestasi 

dari pihak debitur dalam perjanjian pembiayaan. Keputusan ini diambil setelah 

mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan, yang dianggap memenuhi 

syarat formil dan materil. Dari perspektif hukum Islam, hakim berupaya menjaga 

keadilan dengan memastikan bahwa tindakan penguasaan jaminan dilakukan 

sesuai dengan prinsip syariah, meskipun melibatkan aset milik pihak ketiga. 

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penerapan hukum dalam kasus 

ini telah sejalan dengan prinsip keadilan dan kepatuhan kontraktual dalam Islam, 

namun tetap diperlukan kehati-hatian dalam menyelesaikan sengketa yang 

melibatkan pihak ketiga untuk menghindari ketidakadilan. 

 

Nama : Muhammad Akhyar Siddiq 
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Pada Penguasaan Jaminan Nasabah Atas Nama Non 

Debitur 

Tanggal Sidang :  16 Agustus 2024  

Tebal Skripsi :  77 Halaman 

Pembimbing 1 :  Saifuddin, S.Ag. M.Ag 

Pembimbing 2 :  Nahara Eriyanti, M.H 

Kata kunci :  Jaminan, Pihak Ketiga, Hukum Islam, Wanprestasi, 

Murabahah. 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  

Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987 

1. Konsonan 

 

No. Arab Latin Ket No. Arab Latin Ket 

 ا 1
Tidak 

dilambangkan 

 
 ṭ ط 16

Te dengan titik 

di bawahnya 

 B ب 2
Be 

 ẓ ظ 17
Zet dengan titik 

di bawahnya 

 T ت 3
Te 

 ‘ ع 18
Koma terbalik 

(di atas) 

 Ś ث 4
Es dengan titik 

di atasnya 
 gh غ 19

Ge 

 F Ef ف J Je 20 ج 5

 ḥ ح 6
Hadengan titik 

di bawahnya 
 Q ق 21

Ki 

 Kh خ 7
Ka dan ha 

 K ك 22
Ka 

 D د 8
De 

 L ل 23
El 

 Ż ذ 9
Zet dengan titik 

di atasnya 
 M م 24

Em 

 R ر 10
Er 

 N ن 25
En 

 Z ز 11
Zet 

 W و 26
We 

 S س 12
Es 

 H ه 27
Ha 

 Sy ش 13
Es dan ye 

 ’ ء 28
Apostrof 

 Ş ص 14
Es dengan titik 

di bawahnya 
 Y ي 29

Ye 

 ḍ ض 15
De dengan titik 

di bawahnya 
   

 

 

2. Vokal 

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

 

 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
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transliterasinya sebagai berikut: 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan 

Huruf 

َ   ي  Fatḥah dan ya Ai 

َ    و  Fatḥah dan wau Au 

Contoh: 

  ,kaifa =كيف

 haula = هول

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan tanda 

 Fatḥah dan alif atau ya Ā ا  /ي

 Kasrah dan ya Ī ي  

 Dammah dan wau Ū و  

 Contoh: 

 qāla = ق ال  

م ي  ramā = ر 

 qīla =   ق يْل  

 yaqūlu = ي قوْل  

 

4. Ta Marbutah (ة) 

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dammah U 
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Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah ( ة) hidup 

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan dammah, 

transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah ( ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun,transliterasinya adalah 

h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 

marbutah ( ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

 

Contoh: 

ة   وْض   rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl :   الْْ طْف الْر 

يْن ة    د  ةاْلْم  ر  ن وَّ  al-Madīnah al-Munawwarah/al-MadīnatulMunawwarah : الْم 

ةْ    Ṭalḥah : ط لْح 

 

5. Syaddah (Tasydid) 

 Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan  

sebuah  tanda,  tanda  syaddah atau  tanda  tasydid, dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf 

yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 rabbanā – رَبَّناَ  

لَ     nazzala – نَزَّ

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ( ال ) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf 

qamariyyah. 
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1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai  

dengan  bunyinya, yaitu  huruf  /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 

yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2.  Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai 

aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik  dikuti   huruf   

syamsiyyah maupun   huruf qamariyyah, kata  sandang  ditulis  terpisah  dari  kata  

yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. 

Contoh:  

:  ar-rajulu 

 :  as-sayyidatu 

 : asy-syamsu 

 : al-qalamu 

 : al-badī‘u 

  : al-jalālu 

 

 

7. Hamzah 

 Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab berupa alif. 

 

 

Contoh: 

: an-nau’ 

: syai’un 
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: inna 

: umirtu 

: akala 

8. Penulisan kata 

 Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu  yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka 

transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh:  

 

- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn 

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

9. Huruf Kapital 

 Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului 

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

-Wa mā Muhammadun illā rasul 

-Inna awwala naitin wud’i’a linnasi     

-Lallazi bibakkata mubarakkan 

-Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur’anu 

 Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital 

tidak dipergunakan. 
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10. Tajwῑd 

 Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwῑd. 

Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwῑd. 

Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, 

seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah 

penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, 

bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Jaminan merupakan suatu sarana untuk melindungi keamanan kreditur, 

yaitu kepastian mengenai pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu 

prestasi yang harus dilakukan debitur terutama untuk melunasi seluruh 

kewajibannya pada pihak kreditur. Untuk itu keberadaan jaminan merupakan 

salah satu syarat untuk meminimalkan risiko bank dalam menyalurkan kredit. 

Terhadap barang atau benda milik debitur yang dijadikan jaminan akan dibuat 

perjanjian pembebanan yang disebut jaminan. Perjanjian penjaminan ini timbul 

karena adanya perjanjian pokok, baik berupa perjanjian pinjam meminjam 

maupun perjanjian kredit. 

Bentuk-bentuk jaminan dapat bervariasi tergantung pada jenis transaksi, 

perjanjian, atau kewajiban yang terlibat. Dalam sistem yang berlaku di 

Indonesia, jaminan dibagi menjadi dua jenis, yakni jaminan kebendaan 

(materiil) dan jaminan perorangan (immateriil atau borgtocht). Jaminan 

kebendaan memiliki karakteristik memberikan hak prioritas atas benda-benda 

tertentu dan sifatnya melekat serta mengikuti benda tersebut. Sebaliknya, 

jaminan perorangan tidak memberikan hak prioritas atas benda-benda tertentu, 

melainkan dijamin oleh harta kekayaan seseorang yang menjamin pemenuhan 

kewajiban tertentu.
1
 Jaminan dalam hukum perdata merupakan sesuatu yang 

diberikan kepada kreditur oleh debitur untuk memastikan dan menjamin bahwa 

debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang dari suatu 

perikatan.
2
 Hal ini diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. 

                                                             
 

1
 H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 

2004), hlm 23. 

 
2
 Hartono Hadisoeprapto, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan 

(Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm 50. 



 
 

2 

Dalam hukum Islam, jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara 

pemberi hutang (kreditor atau makfûl lahu) dengan pihak ketiga sebagai 

penjamin (kâfîl) yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor 

(makfûl ‘anhu). Jaminan ini bahkan dapat dibuat tanpa sepengetahuan debitor. 

Sementara itu, jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditor dan debitor, 

atau antara kreditor dan pihak ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban-

kewajiban debitor.
3
 Dalam ajaran Islam, konsep jaminan yang disebutkan di atas 

dikenal dengan istilah kafalah, yang termasuk dalam jenis dhamman 

(tanggungan).
4
 Dalam konteks kafalah, penjamin bertanggung jawab secara 

pribadi untuk membayar utang jika debitur tidak mampu melakukannya. 

Sementara itu, jaminan berupa harta benda disebut dengan gadai (rahn). Gadai 

melibatkan penahanan salah satu harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman 

yang diterimanya. Status gadai terbentuk ketika akad hutang-piutang dilakukan 

bersamaan dengan penyerahan jaminan tersebut.
5
 

 Penilaian dan analisa yang dilakukan oleh manajemen bank syariah 

kurang tepat maka ada peluang terjadinya NPF pada bank tersebut. Namun tidak 

semua nasabah debitur menaati perjanjian yang telah dibuat untuk 

mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan kepada mereka beserta 

keuntungan yang menjadi hak bank syariah. Maka bank syariah harus 

mewaspadai berbagai kemungkinan tersebut, sehingga cara praktis untuk 

mengatasinya adalah melalui sistem penjaminan dan agunan tambahan yang 

ditentukan oleh manajemen bank syariah pada awal akad. 

 Bank syariah tidak mungkin menanggung risiko yang dilakukan oleh 

nasabah debiturnya, karena bank syariah sebagai pengelola dana tabungan serta 

deposito berposisi sebagai mudharib pada akad mudharabah paralel harus bisa 

                                                             
 

3
 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 1996), hlm. 248. 

 
4
 Habib Nazir dan Muhammad Hassanuddin, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan 

Syariah (Jakarta: Kaki Langit, 2004), hlm 300. 

 
5
 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan 

(Jakarta: Jakarta Tazkia Institute. Bank Indonesia, 1999), hlm 215. 
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mempertanggungjawabkan semua dana nasabah krediturnya. Langkah-langkah 

pengamanan penyaluran pembiayaan di bank syari’ah ditetapkan sesuai 

ketentuan yuridis formal yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, sebab 

pemerintah sebagai penjamin tabungan masyarakat pada bank-bank yang 

beroperasi di Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas ekonomi. 

Bahkan pemerintah juga memutuskan ketentuan pengelolaan keuangan yang 

sehat pada perbankan supaya tidak terjadi pengemplengan dana masyarakat oleh 

manajemen bank umum karena banyak juga manajemen bank yang mengunakan 

dana masyarakat buat kepentingan pribadi, seperti masalah terbaru terjadi pada 

Bank Surabaya, direktur utamanya melarikan dana nasabah. 

 Risiko yang dihadapi bank syariah dari penyaluran pembiayaan 

musyarakah dan mudharabah sangat besar sebab pembiayaan NUCC ini 

sepenuhnya tergantung dari mekanisme pasar serta kehandalan nasabah debitur 

dalam mengelola investasi. Faktor risiko inilah yang mengakibatkan bank 

syariah sangat hati-hati serta membatasi jumlah dana yang mampu dikucurkan 

buat pembiayaan NUCC baik musyarakah maupun mudharabah. Bank syariah 

juga protektif dalam melakukan investasi buat pembiayaan ini, sehingga semua 

pembiayaan bank syariah yang diklasifikasikan sebagai pembiayaan natural un-

certainty contract dilakukan dalam relatif singkat (short term investment).
6
 

 Jaminan sebagai ukuran kemampuan kekayaan yang dimiliki nasabah 

debitur dapat menjadi salah satu bentuk keyakinan bank. Dengan jaminan pada 

pembiayaan musyarakah serta mudharabah bank syariah memperoleh 

keyakinan terhadap kemampuan finansial nasabah debiturnya. Baik kemampuan 

nasabah debitur untuk menghadirkan jaminan dalam bentuk cash collateral 

maupun jaminan dalam bentuk fidusia serta hak tanggungan. 

                                                             
 

6
 Muhammad Maulana., “Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di 

Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyārakah Dan Muḍārabah)”. Jurnal Ilmiah Islam 

Futura, Vol. 14, No. 1, Agustus 2014, hlm. 72-93. 
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 Pada Pasal 1 ayat (26) UU No 21 Tahun 2008 pemerintah menegaskan 

balik bahwa jaminan dari nasabah debitur urgen bagi bank syariah. Jaminan 

yang dibutuhkan oleh bank bisa dalam bentuk jaminan pokok juga jaminan 

tambahan. Jika bank tidak mempunyai jaminan apa-apa dari nasabah debiturnya 

maka bank tidak dapat menagih hak nya saat nasabah debitur melakukan salah 

satu tindakan moral hazard yang menyebabkan NPF bagi bank syariah, bahkan 

bisa saja nasabah debitur melarikan diri sehingga bank tidak mempunyai aset 

buat menuntut penunaian kewajiban debiturnya. 

 Dalam Pasal 23 UU No. 21 Tahun 2008, pada ayat (2) dijelaskan lebih 

lanjut tentang mekanisme pengucuran pembiayaan, jaminan perlu dikuasai oleh 

bank serta dinilai untuk mengukur kemampuan nasabah debiturnya, bank bukan 

hanya menilai jaminan saja karena beberapa aspek lain yang terkait dengan 

pembiayaan perlu dinilai seperti modal serta prospek usaha. Pembiayaan
7
 yang 

dibiayai oleh bank syariah merupakan suatu bentuk investasi
8
 yang memerlukan 

                                                             
 

7
 Pembiayaan merupakan istilah yang berbeda dengan kredit, karena pembiayaan 

merupakan aktifitas di lembaga keuangan untuk mendapatkan profit yang bebas dari bunga atau 

riba (free interest banking), atau dikenal juga dengan istilah bank Islam (Islamic banking). 

Menurut Ziauddin Ahmad yang dikutip oleh Muhammad, dua term tersebut sering digunakan 

dan dipahami secara bergantian oleh banyak kalangan, namun secara hakikatnya kedua istilah 

tersebut memiliki differensiasi yang substansial. Bank bebas bunga (free interest banking) 

adalah konsep mekanis (mechanical concept), hasil reinterpretasi dari sebuah model bank yang 

mengeliminasi bunga dalam sistem bank konvensional. Sedangkan konsep bank Islam (Islamic 

banking) adalah konsep normatif yang menjelaskan operasionalisasi bank berdasarkan sistem 

nilai dalam Islam. Muhammad, Bank Syariah: Problem, dan Prospek Perkembangan di 

Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 73-74. 

 
8
 Dalam UU No. 21 Tahun 2008 dibedakan antara investasi dengan pembiayaan. 

Pembiayaan dalam Pasal 1 butir 25, didefinisikan sebagai “penyediaan dana atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu...” Adapun kata investasi didefinisikan dengan “Dana yang 

dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad mudarabah 

atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan 

atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.” Kedua istilah di atas secara operasionalnya 

berbeda, karena investasi sumber dananya dari nasabah sedangkan pembiayaan sumber dananya 

dari bank syariah. Sedangkan menurut Syafi’i Antonio, investasi sama dengan definisi 

pembiayaan yang merupakan kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan 

dengan unsur ketidakpastian, dengan demikian perolehan laba dan pendapatannya (return) tidak 



 
 

5 

waktu yang lama dan lambat laun dana yang ditanamkan akan kembali ke bank. 

Secara umum bentuk pembiayaan yang dibiayai oleh bank syariah adalah jual 

beli, sewa, bagi hasil dan penyertaan modal atau kemitraan.  

 Perkara yang penulis teliti adalah Putusan Mahkamah Syar’iah Kota 

Banda Aceh yaitu putusan dari perkara penguasaan jaminan nasabah debitur atas 

nama non debitur dengan kronologi Penggugat yaitu PT. Bank BRISyariah Tbk 

yang sekarang telah di merger menjadi bank BSI mengajukan gugatan terhadap 

salah satu nasabahnya berupa gugatan sederhana yang telah didaftarkan di 

kepaniteraan Mahkamah Syar’iah Kota Banda Aceh tanggal 05 Mei 2020 

dengan register gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna tanggal 04 

Juni 2020. Dengan gugatan sebagai berikut. 

 Bahwa benar penggugat dan tergugat telah melakukan akad Murabahah 

bil Wakalah untuk modal kerja dengan nomor kontraknya yaitu No. 17/AK-

WKLH/MIKRO-BDA/II/2018 yang ditandatangani pada tanggal 07 Februari 

2018 untuk jangka waktu 48 bulan dengan total pembiayaan sebesar Rp 

150.000.000,00,- dengan nilai margin sebesar Rp 73.440.000,00,- sehingga nilai 

jual yang harus dibayar oleh nasabah debitur sebesar Rp 223.440.000,00,-  untuk 

memastikan nasabah debitur akan melakukan prestasinya sesuai dengan yang 

disepakati dalam kontrak maka pihak bank mengikat jaminan dalam bentuk 

fidusia yaitu sebidang tanah dengan luas seluas 95 m
2 

terdaftar atas pemilik 

tanah yaitu orang tua debitur atas nama AL. 

 Pada Putusan Hakim No 1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna diketahui bahwa pihak 

bank menerima objek jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah 

debitur pembiayaan murabahah berupa sertifikat hak kepemilikan (SHM) tanah 

atas nama AL yang merupakan orang tua dari nasabah debitur (tergugat), jadi 

tanah tersebut bukan milik pribadi dari nasabah. 

                                                                                                                                                                   
tetap dan tidak pasti. Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, 

(Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia, 2000), hlm. 86. 
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 Dalam dalil gugatan yang diajukan penggugat yaitu antara tergugat dan 

penggugat telah melakukan perjanjian akad Murabahah bil Wakalah dengan 

tujuan untuk menambah barang modal kerja usaha daster Bali dan buah-buahan 

dengan Nomor: 422-2094/136/ID0010115/II/2018 tanggal 20 Februari 2020, 

atas pembiayaan mikro iB yang sebelumnya telah diajukan permohonan oleh 

tergugat pada penggugat tanggal 12 Februari 2020.
9
 

Pihak bank BRI Syariah sebagai penggugat mengajukan gugatan untuk 

menyita jaminan terhadap tanah dan bangunan berupa sertifikat hak kepemilikan 

(SHM) atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat yang 

mengakibatkan penggugat menderita kerugian sebesar Rp 197.155.229,00 

(seratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus dua 

puluh sembilan rupiah). Dengan penjualan objek jaminan tersebut pihak 

manajemen bank BRI Syariah dapat menanggulangi kerugian yang terjadi 

disebabkan wanprestasi dari nassabah debiturnya, meskipun objek jaminan 

tersebut merupakan milik pihak ketiga dalam hal ini adalah orang tua tergugat 

yang tidak memiliki hubungan hukum dalam perjanjian pembiayaan antara 

manajemen bank BRI Syariah dengan pihak tergugat yaitu YH. 

Pihak manajemen bank bri dalam hal ini mencari alternatif dengan upaya 

hukumnya untuk menjual objek jaminan yang telah diserahkan pihak tergugat 

kepada bank yang secara hukum seharusnya tidak bisa diterima oleh pihak bank 

sebagai objek jaminan pembiaayan meskipun harta tersebut dalam bentuk hak 

tanggungan.  

Pihak majelis hakim hanya menerima materi gugatan dari pihak 

penggugat dalam bentuk penetapan nilai nominal hutang berjumlah Rp 

197.155.229,00,- yang harus dibayar oleh tergugat, sehingga dengan putusan 

tersebut pihak tergugat akan semakin terikat untuk membayar hutangnya sesuai 

dengan perjanjian yang disepakati.  

                                                             
 

9
 “Data Dokumentasi Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Perkara 

No.1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna .” 
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Permasalahan ini sudah berusaha didamaikan oleh majelis hakim dengan 

bermusyawarah dan mufakat, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga 

tetap dilakukan proses litigasi untuk penyelesaian perkara. Maka berdasarkan 

fakta di persidangan pihak hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan 

pertimbangan bahwa, Hakim menetapkan putusan dengan mengabulkan 

sebagian tuntutan penggugat dan menolak sebagian tuntutan penggugat.
10

 

Berdasarkan putusan pengadilan yang diajukan penggugat dikabulkan 

oleh majelis hakim untuk seluruhnya serta menghukum tergugat untuk 

membayar biaya perkara sepenuhnya yang timbul dalam perkara ini. Oleh 

karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut untuk permasalahan 

tersebut dalam karya ilmiah yang berjudul “Analisis Putusan Hakim No 

1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna Pada Penguasaan Jaminan Nasabah Debitur Atas 

Nama Non Debitur”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka 

dari itu peneliti ingin menguraikan Rumusan Masalah yang ingin diteliti, 

Diantaranya adalah: 

1. Mengapa hakim mengabulkan tuntutan pihak bank terkait penguasaan 

jaminan milik pihak ketiga? 

2. Bagaimana tinjauan hukum islam terkait pertimbangan hakim dalam 

memutuskan penyitaan dan penguasaan milik pihak ketiga? 

C.  Tujuan Masalah 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan, maka dari 

itu Tujuan yang ingin peneliti capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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 Ibid, hlm. 19-20. 
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1. Untuk meneliti pendapat Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda 

Aceh Putusan No.1/Pdt.G.S/2020/Ms.Bna dalam mengabulkan tuntutan 

pihak bank terkait penguasaan jaminan milik pihak ketiga. 

2. Untuk menganalisis bagaaimana pertimbangan hakim pada putusan 

No.1/Pdt.G.S/2020/Ms.Bna ditinjau dari hukum islam terkait 

pertimbangan hakim dalam memutuskan penyitaan dan penguasaan 

milik pihak ketiga. 

 

D.  Penjelasan Istilah 

 Untuk memudahkan pembaca memahami apa yang dibahas dan 

menghindari multitafsir terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian 

ini, maka peneliti telah menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam 

skripsi ini, antara lain: 

1. Analisis Putusan Hakim 

 Analisis merupakan upaya investigasi untuk melihat, 

mengamati, mengetahui, menemukan, memahami, mengkaji, 

mengklasifikasikan, serta memperdalam dan menafsirkan fenomena 

yang ada.
11

 Analisis suatu perkiraan (estimasi) sangat penting dalam 

penelitian, agar penelitian menjadi lebih tepat dan fokus.
12

 

 Putusan hakim atau yang biasa disebut dengan putusan 

pengadilan merupakan suatu hal yang sangat diinginkan atau ditunggu 

oleh para pihak yang bersengketa agar dapat menyelesaikan 

perselisihan diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan 

                                                             
 

11
 Y. Astutik dan L. Kurniawan., “Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan 

Soal Cerita Aritmatika Sosial”. Jurnal Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sidoarjo, Vol. 3, 

No. 1, 2015, hlm. 95–100. 

 
12

 A. Wanto dan A. P. Windarto., “Analisis Prediksi Indeks Harga Konsumen 

Berdasarkan Kelompok Kesehatan Dengan Menggunakan Metode Backpropagation”. Jurnal & 

Penelitian Teknik Informatika Sinkron, Vol. 2, No. 2, Oktober 2017, hlm. 37–43. 
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adanya putusan hakim, menurut Makarao,
13

 para pihak yang 

bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan 

dalam perkara yang dihadapinya, dimana putusan hakim dapat 

diperoleh di muka pengadilan. Dalam penelitian ini, putusan hakim 

yang difokuskan adalah dari segi hukum material putusan No. 

1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna 

2. Penguasaan Jaminan 

 Penguasaan adalah proses, metode, tindakan menguasai atau 

menguasakan, pemahaman atau kemampuan menggunakan pengetahuan, 

dan kecerdasan. Kata penguasaan juga dapat diartikan kemampuan 

seseorang dalam suatu hal.
14

 

 Jaminan adalah tanggungan atas suatu pinjaman yang diterima 

atau jaminan atau janji seseorang untuk menutup hutang atau 

kewajibannya tidak dipenuhi.
15

 Penguasaan Jaminan dalam penelitian ini 

adalah penguasaan jaminan yang dilakukan oleh nasabah debitur atas 

nama nasabah non debitur. 

3. Nasabah 

 Nasabah adalah pelanggan yaitu perorangan atau perusahaan 

yang menerima manfaat atau produk dan jasa dari suatu perusahaan 

perbankan, meliputi kegiatan pembelian, persewaan, dan pelayanan.
16

 

 Menurut Komaruddin, nasabah adalah “seseorang atau 

perusahaan yang mempunyai rekening giro, deposito atau tabungan lain 

yang sejenis pada suatu bank.
17

 

                                                             
 

13
 Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2004), hlm. 124. 

 
14

 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), hlm. 604. 

 
15

 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 384. 

 
16

 Mislah Hayati Nasution dan Sutisna., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat 

Nasabah Terhadap Internet Banking”. Jurnal Nisbah, Vol. 1 No. 1, hlm. 65. 



 
 

10 

 Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah 

adalah orang pribadi atau badan usaha (korporasi) yang mempunyai 

rekening simpan pinjam dan melakukan transaksi simpan pinjam pada 

suatu bank.
18

 Nasabah dalam penelitian ini yaitu terdiri dari pihak 

debitur, kreditur, serta non debitur.  

4. Debitur 

 Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan 

itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. 

(Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).
19

 Debitur 

dalam penelitian ini adalah pihak tergugat yang melakukan pinjaman 

kepada pihak bank BRI Syariah (kreditur). 

 

E.  Kajian Pustaka 

 Tujuain dairi penelitiain sebelumnyai aidailaih untuk mendaipaitkain 

perbaindingain dain referensi. Selaiin itu, untuk menghindairi ainggaipain kesaimaiain 

dengain penelitiain ini. Oleh kairenai itu, dailaim kaijiain pustaikai ini, peneliti 

mencaintumkain haisil penelitiain sebelumnyai sebaigaii berikut:  

 Pertaima i, dailaim skripsi ya ing ditulis oleh Idesiko Sya iri’aiti Iftaih 

Maihaisiswi Fa ikulta is Sya iri’a ih dain Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Sya iri’a ih, 

UIN AIr-Ra iniry Ba inda i AIceh, 2022 denga in judul “Pertimbaingain Haikim 

Da ila im Penyelesaiiain Sengketai Wainprestaisi Melailui Gugaitain Sederha inai Di 

Maihka imaih Syairi’a ih Kotai Baindai A Iceh (A Inailisis Putusa in 

No.1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna i) ya ing menjela iskain kesesuaiiain penggunaia in a ika id 

                                                                                                                                                                   
 

17
 Komaruddin, Kamus Perbankan (Jakarta: CV. Rajawali, 1994). 

 
18

 Dwi Perwitasari Wiryaningtyas., “Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan 

Kredit Pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis GROWTH, Vol. 

14, No. 2, November 2016, hlm. 49-57. 

 
19

 Thy widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di indonesia 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 30. 
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terha ida ip pembia iya iain ya ing aikain dila ikukain tentu a ika in mempengairuhi proses 

pelaiksainaia in suaitu perjainjiain, dain a ipa ibilai timbul perselisihain maikai ha ikim 

hendaiknya i menjaidikain hail tersebut sebaigaii sa ilaih sa itu pertimbainga innya i. 

Naimun hail tersebut tidaik terwujud da ilaim putusain 

No.1/Pdt/G.S/2020/MS.Bnai. Oleh ka irenai itu, peneliti ingin melihait daisair 

pertimba ingain haikim daila im memutus perka ira i ai quo dain diliha it da iri sudut 

hukum ekonomi sya iria ih. Metode penelitia in ya ing diguna ika in da ilaim penelitiain 

ini aidailaih ainailisis deskriptif denga in jenis penelitiain kuailitaitif dain 

menggunaikain teknik pengumpulain daitai ya iitu melailui observaisi, waiwaincairai 

dain dokumentaisi. 

 Ha isil penelitiain ini menemukain ba ihwa i haikim da ilaim memutus perka irai 

a i quo kuraing memperhaitika in aispek hukum ma iteriil. Sehairusnyai haikim 

meliha it aida inya i ketida iktepa itain dailaim penggunaia in aikaid model pembiaiya ia in 

ya ing dila ikuka in pairai pihaik, dimainai mereka i membuait aikaid dengain 

menggunaikain aikaid Muraibaiha ih bil Wa ika ila ih untuk pembiaiya iain produktif. 

Berla injutnya i pengguna iain kontra ik ya ing tida ik sesuaii daipait berda impaik pa idai 

meningkaitnya i munculnya i perselisiha in. Tidaik daipait dipungkiri permaisailaihain 

seperti ini menimbulka in pertainya iain a ipaikaih penyelesa iiain sengketa i melailui 

ja ilur hukum sederhainai benair-benair efektif dain menjaidi solusi aitais 

kekhaiwaitira in pa ira i pencairi hukum. Sebaib gugaitain sederhainai denga in da ilih 

pemeriksaiain dain penyelesaiiain sengketai secairai cepait da in sederha ina i khusus 

menggunaikain komposisi haikim tungga il. Na imun hail tersebut dikhaiwaitirkain 

justru daipait merugika in substainsi penyelesaiiain sengketai itu sendiri.
20

 

 Berdaisairkain pa ipa ira in di aita is ya ing menjaidi pembedai a intairai skripsi di 

aitais dengain skripsi penulis ya iitu paidai aispek vairiaibel penelitia in skripsi diaita is 

lebih mengutaimaikain aispek proses hukum, dengain menyoroti pertimbaingain 

                                                             
 

20
 Idesiko Syari’ati Iftah “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa 

Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Mahkamah Syari’ah Kota Banda Aceh (Analisis 

Putusan No.1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna”, Skripsi, ( Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 

2022). 
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haikim dailaim menyelesaiikain sengketai wainprestaisi melailui gugaitain sederhainai 

di Maihkaimaih Syairi’aih Kotai Baindai AIceh. AItaiu lebih sederhainainyai yaiitu 

berfokus paidai proses hukum dain pertimbaingain haikim secairai umum. Sementairai 

peneliti lebih memfokuskain paidai ainailisis putusain haikim dailaim konteks 

penguaisaiain jaiminain naisaibaih aitais naimai non debitur. Meskipun putusain yaing 

diaimbil saimai, penelitiain peneliti lebih menekainkain paidai aispek spesifik terkaiit 

jaiminain naisaibaih dain aispek hukum yaing terkaiit dengainnyai. 

 Keduai, daila im skripsi ya ing ditulis oleh Nur AIzain Saiputrai, Maihaisiswai 

Jurusa in Ilmu Hukum, Fa ikultais Hukum, Universitais Bung Ha itta i, 2022 dengain 

judul “AInailisis Yuridis penairikain paiksai jaiminain fidusiai oleh pihaik ketigai 

(Studi Kaisus Putusain Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN PDG)” Yaing menjela iska in 

Penggugait da in aidiknya i berinisiail AI beraidai di daila im mobil ya ing melaiju 

kenca ing. Mobil ya ing diguna ika in pihaik AI tibai-tibai dicegait oleh ora ing ta ik 

dikenail ya ing menggunaikain sepedai motor da in memberi isya irait untuk berhenti 

ke saimping. Tujuain penelitia in ini a idailaih aipaikaih pendaipait Ha ikim mengenaii 

penca ibutain jaiminain fidusiai secairai pa iksai oleh pihaik ketigai dain baigaiimainai 

aipai a ikibait hukum da iri pengguna iain jaisa i piha ik ketigai ketigai daila im 

penca ibutain obyek sengketai oleh perusaihaiain pembiaiya ia in berdaisairkain putusain 

Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN Pdg, jenis-jenis hukum normaitif riset. Sumber 

daita i sekunder berupa i daitai hukum primer, sekunder, da in tersier.  

 Tekniknya i aidaila ih studi dokumen da in diainailisis secairai kuailitaitif. Ha isil 

penelitiain (1) Keputusain haikim berkaiitain dengain ba iga iimainai haikim dailaim 

menya itaikain pertimbainga innya i berda isairkain fa iktai da in bukti di persidainga in dain 

pertimba ingain haikim keya ikinain pa ida i ka isus (2) perusaihaia in pembia iya iain 

konsumen ha irus lebih pa ituh terha ida ip pera iturain perunda ing-undainga in ya ing 

berla iku dain pera iturain daila im menaigih kredit maicet da iri debiturnya i. Debitur 
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daipait menuntut perusaihaiain pembia iyaiain konsumen ya ing mela ikukain ha il 

tersebut tida ik bekerjai secairai profesionail.
21

   

  AIda ipun pembeda i skripsi penulis denga in skripsi di aita is terletaik pa idai 

fokus dairi penelitiain ini aidailaih perain piha ik ketigai da ilaim penairikain pa iksai 

ja iminain fidusiai berdaisairka in putusa in nomor 35/Pdt.G.S./2021/Pn.Pdg. 

Sedaingkain penelitiain ya ing dilaikukain oleh peneliti membaihais tenta ing perain 

piha ik ketigai (non debitur) terka iit penguaisaiain jaimina in naisa iba ih ya ing 

dilaikukain oleh pihaik debitur aitais naima i pihaik ketigai (non debitur) 

berdaisairkain putusa in nomor 1/Pdt.G.S/2020/Ms.Bnai. 

 Ketigai, dailaim skripsi ya ing ditulis oleh Dwi AIpriliain, ma iha isiswi 

Jurusa in Hukum Kelua irgai Islaim, Faikultais Syairiaih dain Ilmu Hukum, IAIIN 

Tulunga igung, 2018 ya ing berjudul “AInailisis pertimbaingain haikim dailaim 

gugaitain sederhainai tentaing wainprestaisi dailaim perspektif Hukum Positif dain 

Hukum Islaim (Studi Kaisus Putusain Nomor 4/PDT.G.S/2017/PN.TLG)”. Fokus 

penelitiain dailaim skripsi ini aidailaih 1. Baigaiimainai pertimbaingain Haikim dailaim 

memutus gugaitain sederhainai tentaing wainprestaisi dailaim putusain nomor 

4/Pdt.G.S/2017/Pn.Tlg, 2. Baigaiimainai perspektif hukum islaim memaindaing 

maisailaih gugaitain sederhainai tentaing wainprestaisi dailaim putusain nomor 

4/Pdt.G.S/2017/Pn.Tlg. Penelitiain ini aidailaih penelitiain laipaingain (field 

reseairch).  

 Haisil penelitiain menunjukkain baihwai: 1) Pertimbaingain haikim dailaim 

gugaitain sederhainai ini mendaisairi aidainyai hubungain hukum yaiitu perjainjiain 

aintairai penggugait dain tergugait sertai penggugait hairus maimpu membuktikain 

dailil utaimai kemudiain diuraiikain, pemeriksaiain dailaim persidaingain terhaidaip 

bukti-bukti yaing diaijukain oleh penggugait dain jaiwaibain pairai tergugait jugai 

membenairkain dailil-dailil gugaitain sehinggai diperoleh faiktai hukum baihwai 
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 Nur Azan Saputra, “Analisis Yuridis penarikan paksa jaminan fidusia oleh pihak 

ketiga (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN PDG).” Skripsi Universitas Bung 

Hatta, 2022. 
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tergugait melaikukain perbuaitain wainprestaisi dain untuk sitai jaiminain tersebut 

haikim tidaik pernaih menetaipkain sitai jaiminain aitais sebidaing tainaih yaing menjaidi 

jaiminain hutaing, dain penggugait tidaik pernaih memintai aigair diletaikkain sitai 

jaiminain maiupun secairai nyaitai menyetorkain uaing pelaiksainaiain sitai jaiminain, 2) 

Perspektif hukum islaim dailaim memaindaing maisailaih ini baihwai perbuaitain 

tersebut terjaidi bukain kairenai disengaijai naimun kairenai kondisi yaing tidaik 

memungkinkain untuk membaiyair aingsurain tersebut dain tidaik sehairusnyai secairai 

laingsung memperkairaikain ke pengaidilain tetaipi dailaim kondisi tersebut sudaih 

dibaiwai dipengaidilain sertai dibuktikain dain ternyaitai penggugait mengaikui 

melaikukain wainprestaisi maikai sesuaii dengain hukum Islaim dinyaitaikain waijib 

memberikain gainti rugi yaing disebut dengain istilaih daimain.
22

 

 AIda ipun ya ing menja idi perbedaiain da iri skripsi di a itais a ida ilaih pendaipa it 

haikim da ilaim memutus proses guga itain sederhainai da ilaim Putusa in nomor 4 

/Pdt.G.S/2017/Pn.Tlg dain baigaiimainai perspektif hukum Islaim mema indaing 

perma isaila iha in ini, melaiinka in penelitiain peneliti lebih menitik bera itkain pa idai 

la indaisain hukum yaing menja idi la indaisain ha ikim memutuska in wainprestaisi 

keua ingain sya iriaih melailui guga itain sederha ina i, da in ba iga iimainai a ispek-aispek 

tersebut dipertimbaingkain da iri perspektif hukum ekonomi sya iriaih. Sedaingkain 

skripsi peneliti lebih spesifik dailaim mengainailisis faiktor-faiktor hukum yaing 

menjaidi daisair putusain haikim dailaim kaisus tersebut, termaisuk pertimbaingain 

hukum yaing digunaikain dailaim menentukain penguaisaiain jaiminain dailaim konteks 

naisaibaih dain non-debitur. 

 Keempait, daila im skripsi ya ing ditulis oleh Rini Mairfiraih Maihaisiswi 

Fa ikultais Sya iri’aih da in Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Sya iri’aih, UIN AIr-

Rainiry Ba indai AIceh, 2023 dengain judul “A Inailisis Putusain Ha ikim No. 

319/Pdt.G/2017 Pa idai Gugaitain Wainprestaisi Untuk Pelaiksaina iain Kontraik 

                                                             
 22

 Dwi Apriliani, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Sederhana Tentang 

Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 

4/PDT.G.S/2017/PN.TLG).” Skripsi IAIN Tulungagung, 2018. 
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Mura ibaihaih Bi AIl-Waikailaih Di Ma ihkaima ih Sya ir’iyaih Kotai Baindai A Iceh”. 

Yaing menjelaiskain Peneraipa in mura ibaihaih bi ail-waikailaih ya ing dila ikuka in oleh 

baink BRI Sya iriaih caibaing Ba inda i AIceh menimbulkain perselisiha in ka irenai 

naisaibaih tidaik mendaipait perwa ikilain penuh a itais pembeliain rumaih ya ing 

dititipka in daila im aikaid pembia iya iain. Hail ini menimbulkain konflik ainta irai baink, 

pelainggain da in pengembaing. Tujua in dairi penelitia in tesis ini aidaila ih untuk 

mengkaiji pendaipait haikim putusain Penga idilain Sya ir’iya ih Kota i Ba indai AIceh 

No.319/Pdt.G/2017 da ilaim menolaik guga ita in penggugait dain jugai menolaik 

eksepsi tergugait, serta i mengainailisis pertimbainga in ha ikim da ilaim gugaita in 

wainprestaisi pembiaiya iain mura ibaihaih bi a il-wa ika ila ih di BRI Sya iriaih KCP 

Ba indai AIceh. Untuk memperoleh da itai ya ing obyektif dain vailid, penulis 

menggunaikain desaiin penelitiain denga in pendekaita in yuridis norma itif, jenis 

penelitiainnya i aidaila ih kuailitaitif (quailita itive Resea irch), eksklusif (content 

a inailysis) dain teknik pengumpula in da itai melailui dokumenta isi. 

 Ha isil penelitiain penulis aidaila ih da ilaim proses persidainga in maijelis 

haikim Penga idilain Sya ir’iya ih Kota i Baindai AIceh menolaik gugaita in tergugait 

kairena i tida ik terbukti tergugait melaikukain wa inpresta isi dain denga in tegais 

menolaik seluruh tuntutain penggugait. tuntutain mengenaii aikaid pembiaiyaiain 

muraibaiha ih bi a il-wa ika ila ih tela ih dilaiksainaikain seluruhnya i oleh terguga it. dain 

seluruhnya i sesuaii denga in perja injiain ya ing tercaintum dailaim perjainjia in. Na imun 

daila im putusain tersebut a ida i baigiain ya ing tidaik diungkaipka in, terutaimai aila isain 

menga ipa i terguga it ya ing laingsung menya ilurka in pembiaiya ia in taihaip keduai 

kepa ida i pengembaing hairusnya i berdaisairkain kesepaikaita in baihwai pencaiirain 

ta iha ip kedua i tetaip ha irus dilaikukain. pela ingga in debitur. Dengain demikiain, 

putusain ma ijelis ha ikim maisih perlu ditinja iu kemba ili, terutaima i untuk 

mengungka ip fa ikta i baihwa i dainai taihaip keduai tela ih ditrainsfer la ingsung ke 
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pengembaing sebelum ruma ih pesainain pela ingga in debitur selesaii diba ingun da in 

disera ihkain kepa ida i pengguga it.
23

 

 Berdaisairkain paipairain di aitais permaisailaihain ya ing dilaikukain oleh 

skripsi di aitais dengain skripsi penulis haimpir saima i ya iitu daila im peneraipain 

aikaid, naimun ya ing jaidi pembeda i a inta ira i skripsi di a itais dengain skripsi penulis 

ya iitu paidai fokus kaijia in skripsi di aitais aidailaih Peneraipain muraibaiha ih bi a il-

waikailaih ya ing dilaikukain oleh baink BRI Sya iriaih ca iba ing Bainda i AIceh 

menimbulkain perselisihain ka irenai naisa ibaih tidaik menda ipa it perwaikilain penuh 

aitais pembeliain rumaih ya ing dititipkain daila im aikaid pembiaiya ia in. Seda ingkain 

fokus skripsi penulis terletaik paidai wainspresta isi ya ing dilaikukain oleh naisa iba ih 

paidai piha ik baink BRI Sya iria ih kairena i tidaik memenuhi membaiya ir aingsura in 

berdaisairkain aikaid muraiba ihaih bil ail-waika ilaih. 

 Kelima i, da ilaim jurnail ya ing ditulis oleh Sigit Nurhaidi Nugraihai da in 

Nurlaiili Raihmaiwa iti Maihaisiswi Uin Sya irif Hidaiya itulla ih Ja ika irta i dengain judul 

“Ciderai Jainji (Wa inprestaisi) Dailaim Perjainjia in Fidusia i.” Ya ing menjela iskain 

Putusain Maihkaimaih Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 dain Nomor: 

2/PUU-XIX/2021 memberikain penjelaisain dain sekailigus memberikain 

penaifsirain ulaing pengertiain “Ciderai Jainji” aitaiu Wainprestaisi berdaisairkain Paisail 

15 aiyait (3) Undaing-Undaing Nomor 42 Taihun 1999 Tentaing Jaiminain Fidusiai 

(selainjutnyai disebut “UU Nomor 42 Ta ihun 1999”). Sebelum aidainyai keduai 

putusain Maihkaimaih Konstitusi tersebut, pengertiain “Ciderai Jainji” ditentukain 

secairai sepihaik oleh kreditur (Perusaihaiain Pembiaiyaiain aitaiu Baink). Posisi 

kreditur yaing lebih kuait dain dominain ini, menyebaibkain kreditur cenderung 

bertindaik sewenaing-wenaing dailaim terhaidaip debitur yaing beraidai paidai posisi 

yaing lebih lemaih. Paiscai Putusain Maihkaimaih Konstitusi Nomor: 18/PUU-

XVII/2019 dain Nomor: 2/PUU-XIX/ 2021, pengertiain “Ciderai Jainji” aitaiu 

Wainprestaisi hairus dilaikukain berdaisairkain kesepaikaitain aintairai kreditur dain 
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 Rini Marfirah, “Analisis Putusan Hakim NO. 319/Pdt.G/2017 Pada Gugatan 

Wanprestasi Untuk Pelaksanaan Kontrak Murabahah Bi Al-Wakalah Di Mahkamah Syar’iyah 

Kota Banda Aceh”. Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023. 
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debitur aitaiu aitais daisair suaitu upaiyai hukum tertentu, yaiitu melailui putusain 

pengaidilain. Sehinggai dengain kondisi ini kreditur tidaik bisai sewenaing-wenaing 

menentukain debitur telaih “Ciderai Jainji” aitaiu Wainprestaisi secairai sepihaik.
24

 

 Berdaisairkain penjelaisain di aita is ya ing menjaidi pembedai a intairai jurnail 

tersebut denga in skripsi penulis ya iitu paidai penelitiain di aitais pihaik ya ing 

melaikukain wainprestaisi aidaila ih pihaik kreditur ya ing sewenaing-wenaingnya i 

terha ida ip piha ik debitur dima ina i kairenai posisi si kreditur lebih lema ih 

diba indingka in posisi debitur. Sedaingkain paidai kaisus penulis wainsprestaisi ya ing 

dilaikukain oleh debitur paidai piha ik baink BRI Sya iria ih sela iku kreditur ka irenai 

tidaik membaiya ir aingsura in seperti ya ing telaih di teta ipkain da ilaim perjainjia in 

aiwa il. 

 

F.  Metodologi Penelitiain 

 Metode penelitiain aidailaih seraingkaiiain kegiaitain dailaim mencairi 

kebenairain suaitu penelitiain, yaing diaiwaili dengain suaitu pemikirain yaing 

membentuk suaitu rumusain maisailaih untuk menimbulkain suaitu hipotesis aiwail, 

dengain baintuain dain persepsi penelitiain terdaihulu, sehinggai penelitiain tersebut 

daipait dilaiksainaikain, diolaih dain diainailisis yaing paidai aikhirnyai membentuk suaitu 

kesimpulain. Berikut ini aidailaih laingkaih-laingkaih yaing dilaikukain peneliti dailaim 

proses penulisain penelitiain. 

1. Pendekaitain Penelitiain 

 Dailaim penelitiain ini penulis menggunaikain pendekaitain yuridis 

normaitif dailaim penelitiain hukum keperpustaikaiain untuk melihait 

penyelesaiiain gugaitain yaing dilaikukain oleh baink BRI Syairiaih dengain 

naisaibaih debiturnyai sertai penguaisaiain objek jaiminain, naimun dikaibulkain 

gugaitain dairi penggugait selebihnyai oleh Haikim Maihkaimaih Syair’iyaih 

Kotai Baindai AIceh dengain putusain No.1/Pdt.G.S/2020/MS.Bnai. 
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 Sigit Nurhadi Nugraha dan Nurlaili Rahmawati., “Cidera Janji (wanprestasi) Dalam 

Perjanjian Fidusia.” Jurnal Al-Wasath. Vol. 2, No.2, 2021, hlm 75. 
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2. Jenis Penelitiain 

 Jenis penelitiain yaing digunaikain dailaim penelitiain ini aidailaih 

ainailisis isi (content ainailysis). Dailaim penelitiain kuailitaitif, penulis 

mencobai memaihaimi maiknai suaitu kejaidiain aitaiu kejaidiain dengain 

mencobai berinteraiksi dengain oraing-oraing yaing beraidai dailaim situaisi 

aitaiu fenomenai tersebut.
25

 Penelitiain ini menggunaikain model ainailisis isi 

(content ainailysis) secairai eksklusif kairenai baihain yaing digunaikain untuk 

konten ainailisis merupaikain putusain haikim Maihkaimaih Syairiaih Baindai 

AIceh dailaim perkairai penyelesaiiain wainprestaisi yaing dilaikukain oleh 

naisaibaih paidai pihaik mainaijemen baink. 

 Melailui konten ainailisis ini penulis aikain mengkaiji substainsi dairi 

maiteri gugaitain yaing diaijukain penggugait termaisuk beberaipai 

pertimbaingain yaing dibuait oleh haikim yaing menegaiskain kondisi dairi 

persoailain yaing menjaidi pokok perkairai dain jugai faiktai persidaingain yaing 

dijelaiskain oleh pihaik haikim dailaim putusain tersebut. AInailisis isi dailaim 

penelitiain untuk membaihais dain menjelaiskain isi putusain yaing 

ditetaipkain oleh haikim, dailaim hail cederai jainji aitaiu wainprestaisi yaiitu 

penguaisaiain terhaidaip jaiminain yaing dilaikukain oleh naisaibaih debitur paidai 

baink BRI Syairiaih aitais naimai pihaik ketigai aitaiu non debitur aigair putusain 

tersebut daipait dipaistikain kebenairainnyai dain keaidilainnyai, terutaimai dairi 

teks putusain hukum yaing berkaiitain dengain perkairai penguaisaiain bendai 

jaiminain. 

3. Sumber Daitai 

a. Sumber Daitai Primer merupaikain daitai yaing dikumpulkain dairi 

sumber daitai pertaimai aitaiu taingain pertaimai yaing aidai di laipaingain. 

Dailaim penulisain kairyai ilmiaih ini, sumber daitai primer beraisail dairi 

Putusain No. 1/Pdt.G.S/2020/MS.Bnai. Daitai primer ini termaisuk daitai 
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mentaih yaing hairus diolaih kembaili sehinggai menjaidi informaisi yaing 

bermaiknai.
26

 

b. Sumber Daitai Sekunder merupaikain sumber daitai penelitiain yaing 

diperoleh peneliti secairai tidaik laingsung melailui mediai peraintairai. 

AIrtinyai peneliti berperain sebaigaii pihaik keduai, kairenai tidaik 

diperoleh secairai laingsung, yaiitu dairi baihain pustaikai, literaitur, 

penelitiain terdaihulu, buku, dain laiin sebaigaiinyai. Kairenai daitai 

sekunder ini bersifait pelengkaip terhaidaip daitai primer.
27

 

4. Teknik Pengumpulain Daitai 

 Untuk memperoleh daitai yaing sesuaii dengain penelitiain ini maikai 

teknik pengumpulain daitai yaing digunaikain penulis aidailaih teknik ainailisis 

isi dain dokumen. Daitai dokumen yaing diperlukain dailaim penelitiain ini 

aidailaih dokumen-dokumen yaing belum dipublikaisikain secairai formail 

yaing berhubungain dengain maisailaih yaing diteliti. Dailaim penelitiain ini 

peneliti aikain melihait dain mengainailisis daitai yaing telaih 

didokumentaisikain yaiitu paidai putusain Nomor 1/Pdt.G.S/2020/MS.Bnai. 

5. Teknik AInailisis Daitai 

 Setelaih semuai daitai penelitiain diperoleh, laingkaih selainjutnyai 

penulis mengainailisis daitai yaing diperoleh dairi dokumentaisi aigair 

ainailisisnyai mudaih dipaihaimi oleh dirinyai sendiri dain oraing laiin. 

 Metode ainailisis daitai yaing digunaikain dailaim metode penelitiain 

ini aidailaih menggunaikain metode content ainailysis (ainailisis isi) dengain 

menggunaikain pendekaitain kuailitaitif. Content ainailysis merupaikain suaitu 

teknis sistemaitik untuk mengainailisis isi pesain dain mengolaih pesain, 

yaing diainailisis dailaim putusain Maihkaimaih Syair'iyaih Kotai Baindai AIceh 
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Nomor: 01/Pdt/G.S/2020/MS.Bnai. Selainjutnyai untuk memperoleh haisil 

aikhir penelitiain ini diperlukain ainailisis isi yaing ainailitis dain kritis. 

6. Pedomain Penulisain 

 Dailaim painduain penulisain ini, penulis berpedomain paidai Buku 

Pedomain Skripsi Faikultais Syairi'aih dain Hukum UIN AIr-Rainiry Edisi 

Revisi 2019, Kaimus besair Baihaisai Indonesiai (KBBI), dain AIl-Qur'ain 

besertai terjemaihainnyai yaing diterbitkain oleh Depairtemen AIgaimai 

Republik Indonesiai. Berdaisairkain pedomain tersebut, penulis daipait 

berupaiyai menyaijikain penelitiain secairai sistemaitis, ilmiaih dain mudaih 

dipaihaimi. 

 

G.  Sistemaitikai Pembaihaisain 

 Untuk mengairaihkain dain memberi gaimbairain secairai umum dain 

mempermudaih pembaihaisain yaing dilaikukain peneliti. Pembaihaisain ini dibaigi 

dailaim 4 (empait) baib. Setiaip baib menguraiikain pembaihaisain-pembaihaisain 

tersendiri secairai sistemaitis dain sailing terkaiit aintairai baib saitu dengain baib 

laiinnyai, maikai peneliti menyusun sistemaitikai pembaihaisainnyai sebaigaii berikut: 

 Baib Saitu merupaikain pendaihuluain yaing terdiri dairi laitair belaikaing 

maisailaih, rumusain maisailaih, tujuain penelitiain, penjelaisain istilaih, kaijiain pustaikai, 

metode penelitiain, sertai sistemaitikai pembaihaisain.  

 Baib Duai mencaikup laindaisain teoritis dairi penelitiain ini, yaing 

membaihaisai pengertiain jaiminain dain daisair hukumnyai, rukun dain syairait 

jaiminain, pendaipait ulaimai mengenaii jaiminain, urgensi jaiminain dailaim 

pembiaiyaiain di perbainkain syairiaih, sertai ketentuain penjaiminain di perbainkain 

syairiaih Indonesiai terkaiit pembiaiyaiain. 

 Baib Tigai memuait segailai pembaihaisain haisil dairi penelitiain yaing 

dilaikukain oleh penulis, yaiitu gaimbairain umum Maihkaimaih Syair’iyaih Kotai 

Baindai AIceh, seperti aipai pertimbaingain Haikim Maihkaimaih Syair’iaih Kotai Baindai 

AIceh dailaim memutuskain kaisus penguaisaiain jaiminain naisaibaih aitais naimai non 
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debitur dain mengetaihui ailaisain Maijelis Haikim mengaibulkain gugaitain penggugait 

sebaigiain, pendaipait haikim Maihkaimaih Syair’iyaih Kotai Baindai AIceh dailaim 

Putusain No: 1/Pdt.G.S/2020/MS.Bnai. 

 Baib Empait sebaigaii baib teraikhir dain merupaikain baib penutup dairi 

keseluruhain penelitiain ini. Dailaim baib ini penulis menyaijikain kesimpulain sertai 

sairain dairi seluruh pembaihaisain menyaingkut permaisailaihain penelitiain yaing 

bergunai seputair pembaihaisain. 
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BAIB DUAI 

KONSEP JAIMINAIN MENURUT FIQIH MUAIMAILAIH 

 

AI. Pengertiain dain Daisair Hukum Jaiminain 

Menurut Kaimus Baihaisai Indonesiai, jaiminain secairai umum diairtikain 

sebaigaii aiset aitaiu bairaing milik peminjaim yaing diberikain kepaidai pemberi 

pinjaimain untuk menjaimin pembaiyairain kembaili utaing. Ini digunaikain sebaigaii 

bentuk keaimainain aigair peminjaim memenuhi kewaijibain finainsiailnyai kepaidai 

pemberi pinjaimain.
28

 

Jaiminain dailaim baihaisai AIraib dikenail dengain istilaih ail-raihn. AIl-raihn 

secairai baihaisai berairti penepaitain dain penaihainain, aitaiu dailaim istilaih laiin, 

berkmaiknai terkurung aitaiu terjerait.
29

 Selaiin itu secairai hairfiaih, ail-raihn 

bermaiknai ail-tsubut dain ail-daiwaim, yaing berairti tetaip dain lestairi. AIl-raihn jugai 

daipait diairtikain sebaigaii ail-haibsu dain ail-luzaim, yaing bermaiknai penaihainain dain 

paisti.
30

 

Beberaipai ulaimai fikih telaih menyaimpaiikain beberaipai definisi terkaiit ail-

raihn, menurut paindaingain ulaimai maidzhaib mailiki, raihn merujuk paidai hairtai 

yaing dijaidikain pemiliknyai sebaigaii jaiminain aitais utaing yaing mengikait secairai 

hukum.
31

 Bairaing yaing dijaidikain jaiminain ini bisai berupai bendai fisik aitaiu 

mainfaiait yaing daipait dinilaii secairai ekonomi, sesuaii dengain paindaingain 

maiyoritais ulaimai. Penting untuk dicaitait baihwai bairaing jaiminain tidaik selailu 

hairus diseraihkain secairai fisik, penyeraihain secairai hukum jugai diterimai. 

Misailnyai ketikai saiwaih dijaidikain jaiminain, yaing diseraihkain bukain saiwaihnyai 
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 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, hlm. 105. 

 
30

 Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu (Fiqh Muamalah Perbankan 

Syariah) (Jakarta: Tim Counterpart Bank Muamalat Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, 

1999), hlm.1. 
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 Ad-Dardir, Syarh al-Shagir bi Syarh ash-Shawi (Mesir: Dar al-Fikr, 1978), hlm.303. 
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secairai laingsung, melaiinkain sertifikait kepemilikainnyai yaing berfungsi sebaigaii 

surait jaiminain.
32

 

Berbedai dengain defisini yaing sebelumnyai, ulaimai Syaifi’iyaih dain 

Hainaibilaih mengairtikain air-raihn sebaigaii tindaikain menjaidikain bendai fisik 

sebaigaii jaiminain hutaing. Menurut merekai, jikai debitur gaigail melunaisi 

hutaingnyai, bendai yaing dijaidikain sebaigaii jaiminain tersebut daipait dijuail untuk 

melunaisi hutaing tersebut.
33

 Definisi ini menekainkain baihwai hainyai bairaing fisik 

yaing daipait dijaidikain jaiminain, berbedai dengain paindaingain maidzhaib mailiki 

yaing jugai mengaikui mainfaiait sebaigaii jaiminain. Bairaing jaiminain ini hairus daipait 

dijuail jikai hutaing tidaik daipait dibaiyair dailaim jaingkai waiktu yaing telaih 

disepaikaiti oleh keduai belaih pihaik. 

Selaiin pendaipait di aitais, aidai beberaipai paindaingain laiinnyai. Imaim AIbu 

Zaikairiai ail-AInshairy dailaim kitaibnyai Faithul Waihaib mendefinisikain raihn sebaigaii 

menjaidikain bendai yaing bernilaii hairtai sebaigaii jaiminain jikai utaing tidaik dibaiyair. 

Selaiin pendaipait di aitais, aidai beberaipai paindaingain laiinnyai.
34

 

Menurut Saiyyid AIs-Saibiq, ail-raihn dailaim syairiait berairti menggunaikain 

suaitu bairaing yaing memiliki nilaii hairtai menurut hukum syairai’ sebaigaii jaiminain 

utaing. Hail ini memungkinkain pengaimbilain seluruh aitaiu sebaigiain utaing dairi 

nilaii bairaing tersebut.
35

 

Dailaim aikaid raihn, penjaiminain dilaikukain dengain menyeraihkain hairtai 

bendai aitaiu bairaing-bairaing bernilaii ekonomis (mairhun) kepaidai kreditur 

(murtaihin) sebaigaii jaiminain baigi debitur (rāhin). Hairtai yaing dijaidikain jaiminain 

ini beraidai di baiwaih tainggungain rāhin.
36

 Berbedai dengain kaifailaih, di mainai raihn 

menggunaikain hairtai pribaidi sebaigaii jaiminain utaing untuk memudaihkain 
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trainsaiksi utaing piutaing, sedaingkain kaifailaih melibaitkain pihaik ketigai sebaigaii 

penjaimin.
37

 

Secairai umum semuai hukum dailaim Islaim bersumber dairi AIl-Qurain dain 

Haidis. Pairai ulaimai fiqih menyaitaikain baihwai air-raihn diperbolehkain dailaim 

hukum Islaim dailaim melaikukain trainsaiksi muaimailaih berdaisairkain AIl-Qur'ain dain 

Haidits sebaigaii duai sumber utaimai hukum Islaim. Daisair hukum air-raihn daipait 

ditemukain dailaim Q.S AIl-Baiqairaih aiyait 283: 

ي اؤْتُُِنَ أمََاتَهُ وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلََْ تََِدُوا كَاتنَِا فَرهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ فإَِنْ أمَِنَ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا فَ لْيُ ؤَدُ الَّذِ 
38(۲۸۳مَلُونَ عليم )البقرة وَلْيَ تَّقِ اللَََّّ رَبَّهُ وَلََ تَكْمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُنهَا فَإِنَّهُ اٰثٌِِ قلبه والله بماَ تَ عْ   

AIrtinyai: Jikai kaimu dailaim perjailainain (dain bermuaimailait tidaik secairai tunaii) 

sedaingkain kaimu tidaik memperoleh seoraing penulis, maikai 

hendaiklaih aidai bairaing tainggungain yaing dipegaing (oleh yaing 

berpiutaing). AIkain tetaipi jikai sebaigiain kaimu mempercaiyaii sebaigiain 

yaing laiin, maikai hendaiklaih yaing dipercaiyaii itu menunaiikain 

aimainaitnyai (hutaingnyai) dain hendaiklaih iai bertaikwai kepaidai 

tuhainnyai; dain jaingainlaih kaimu (pairai saiksi) menyembunyikain 

persaiksiain. Dain bairaing siaipai yaing menyembunyikainnyai, maikai 

sesungguhnyai iai aidailaih oraing yaing berdosai haitinyai; dain AIllaih 

Maihai Mengetaihui aipai yaing kaimu kerjaikain. (QS. AIl-Baiqairaih: 283) 

 Dailaim kitaib "AIitsair ail Taifsir", AIbu Baikair ail-Jaizaiir menjelaiskain baihwai 

maiksud aiyait tersebut aidailaih AIllaih SWT memerintaihkain aidainyai kesaiksiain dain 

tulisain dailaim trainsaiksi juail beli. Dijelaiskain baihwai aipaibilai tidaik tersediai ailait 

tulis aitaiu penulis, terutaimai saiait seseoraing dailaim perjailainain, maikai AIllaih SWT 

memerintaihkain untuk menggaintikain tulisain tersebut dengain suaitu bairaing 

berhairgai sebaigaii jaiminain aitaiu gaidaii. Ini dilaikukain dengain menyeraihkain 

jaiminain kepaidai debitur yaing ditukairkain dengain surait untuk memperkuait 

utaingnyai. Dailaim situaisi sailing percaiyai, trainsaiksi daipait dilaikukain tainpai 

memerlukain jaiminain aitaiu gaidaii.
39
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 Berdaisairkain penjelaisain Taifsir Ibnu Kaitsir mengenaii suraih ail-baiqairaih 

aiyait 283, jikai kailiain sedaing dailaim perjailainain (terutaimai dailaim konteks 

trainsaiksi yaing dilaikukain secairai tunaii) dain tidaik aidai seseoraing yaing bisai 

bertindaik sebaigaii penulis, maikai oraing yaing memberikain piutaing sebailiknyai 

mendaipaitkain bairaing yaing dijaidikain jaiminain. Naimun, jikai aidai raisai sailing 

percaiyai aintairai pihaik yaing meminjaimkain uaing dain pihaik yaing berhutaing, 

maikai oraing yaing diberikain kepercaiyaiain (pihaik yaing berhutaing) hairus 

melaikukain aimainaitnyai dengain baiik, yaiitu membaiyair utaing yaing dimilikinyai, 

dain bertaikwai kepaidai AIllaih. Pairai saiksi pun tidaik boleh menyembunyikain 

kesaiksiain merekai. Bairaing siaipai yaing menyembunyikain sesuaitu dailaim haitinyai, 

maikai diai termaisuk golongain oraing yaing berdosai, dain AIllaih Maihai Mengetaihui 

aipai yaing kailiain kerjaikain.
40

 

 AIbdurraihmain bin Naishir AIs-Sai’di menjelaiskain baihwai jikai kailiain 

sedaing dailaim perjailainain dain tidaik menemukain penulis untuk mencaitait aikaid 

utaing, maikai bisai digaintikain dengain memberikain bairaing sebaigaii jaiminain. 

Bairaing ini aikain berfungsi sebaigaii aikaid bentuk gaidaii yaing daipait dipegaing oleh 

pihaik yaing memberi utaing (murtaihin).
41

 Dailaim taifsir Jailailaiin disebutkain 

baihwai dailaim keaidaiain beraidai di tempait tinggail dain aidai penulis yaing bisai 

memaistikain, sunnaih mengizinkain penggunaiain jaiminain.
42

 Ini menunjukkain 

keaibsaihain penggunaiain jaiminain baihkain saiait beraidai dailaim perjailainain. 

 Sementairai itu, bukti dairi aijairain Sunnaih beraisail dairi haidits yaing 

disaimpaiikain oleh Imaim Bukhairi dain Muslim, yaing mengutip perkaitaiain AIisyaih 

: 

يهودي طعاما, ورهنه درعا من حديد أن رسول الله صلى الله عليه و السلام اشترى من  
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2002). 

 
41

 Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir kalam Al-
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"Baihwaisainyai Raisulullaih membeli maikainain dairi seoraing Yaihudi dain 

meminjaimkain (menggaidaiikain) kepaidainyai baiju besinyai. HR. Bukhairi 

dain Muslim 

AInais bin Mailik jugai pernaih menyaimpaiikain : 

رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم ثَ وْبهَُ ليَِ هُودِيٍ  واقتَ رَضَ مِنْهُ قَمْحًا لحاَجَةِ أَهْلِهِ قد رَهَنَ   
"Raisulullaih telaih menggaidaiikain baiju besinyai kepaidai seoraing Yaihudi 

dain meminjaim kepaidainyai gaindum untuk kebutuhain keluairgainyai". HR. 

AIhmaid, Bukhairi dain Naisaii 

 Keduai haidis diaitais menunjukkain baihwai praiktik jaiminain (raihn) telaih 

dilaikukain sejaik zaimain Naibi, baihkain beliaiu sendiri terlibait di dailaimnyai. Imaim 

AIsy Syaiukaini mengungkaipkain baihwai dairi haidis ini daipait disimpulkain baihwai 

islaim memperbolehkain bertrainsaiksi dengain non-Muslim, selaimai tidaik 

melainggair prinsip-prinsip hukum Islaim yaing dihairaimkain.
43

 

 Dairi haidis ini, kitai daipait menyimpulkain baihwai praiktik aiwail gaidaii 

terkaiit dengain muaimailaih dengain non-Muslim. Praiktik ini memiliki hikmaih 

dailaim memberikain keaimainain kepaidai keduai belaih pihaik: murtaidin meraisai 

aimain terhaidaip hairtai merekai yaing digaidaii kairenai aidai jaiminain, sementairai pihaik 

yaing menerimai gaidaii jugai meraisai aimain kairenai daipait menggunaikain bairaing 

gaidaii tersebut untuk menutupi aitaiu melunaisi hutaing jikai terjaidi kegaigailain 

pembaiyairain. Ketikai Naibi waifait, jubaih besi yaing beliaiu gaidaiikain belum 

ditebus, seperti yaing diriwaiyaitkain dailaim haidis yaing diriwaiyaitkain oleh AIisyaih 

: 

ثَ نَا الَْْعْمَشُ قَالَ ذكََرْنََ عِنْدَ إِبْ رَاهِيمَ الرَّ  ثَ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّ ثَ نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّ هْنَ فِ السَّلَمِ حَدَّ

ثَنِِ الَْْسْوَدُ عَنْ عَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَ رَى طَعَامًا مِنْ فَ قَالَ حَدَّ ُ عَن ْهَا أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ ائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ

 يَ هُودِيٍ  إِلََ أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ 
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 Muhammad Asy-Syaukani, Nailul Authar Juz III, hal. 651. 



 
 

27 

Ishaiq Ibn Ibraihim ail-Khainzaily menceritaikain, ail-Maikhzumy 

memberitaikain, AIbdul Waihid Ibn Ziyyaid menceritaikain dairi ail-AI’maisy 

berkaitai: “Kaimi menceritaikain tentaing gaidaii dailaim juail beli sailaim 

menurut Ibraihim Ibn Naikhaiiy maikai berkaitai, AIswaid Ibn Yaizid 

menceritaikain dairi AIisyaih Raidhiaillaihu’ainhu baihwai Raisulullaih SAIW, 

membeli maikainain dairi seoraing penduduk Yaihudi yaing membaiyairnyai 

aikain dilunaisi saimpaii baitais waiktu tertentu, dain Raisulullaih 

menggaidaiikain baiju besinyai kepaidai Yaihudi tersebut (sebaigaii aigunain). 

(“HR. Bukhairi dain Muslim dairi ‘AIisyaih”).
44 

 Menurut pendaipait maiyoritais ulaimai, syairiait yaing mengizinkain 

penggunaiain aikaid raihn berlaiku untuk semuai oraing, baiik dailaim keaidaiain 

bepergiain (saifair)
45

 maiupun dailaim keaidaiain menetaip di suaitu tempait (mukim).  

 Haiditsh laiin diriwaiyaitkain dairi AIbu Huraiiraih r.ai. yaing menuturkain: 

“Telaih menceritaikain kepaidai kaimi Muhaimmaid Bin Baisyair, telaih mengaibairkain 

kepaidai kaimi AIbdurraihmain bin Maihdi, telaih menceritaikain kepaidai kaimi 

Ibraihim bin Sai’aid dairi aiyaihnyai, dairi Umair bin AIbi Sailaimaih, dairi AIyaihnyai 

dairi AIbu Huraiiraih, diai berkaitai: Telaih bersaibdai Raisulullaih SAIW “Jiwai seoraing 

mukmin itu tertaihain kairenai hutaingnyai, saimpaii hutaing itu dilunaisi”.
46

 

 Haidits ini menekainkain pentingnyai melunaisi hutaing dailaim Islaim dain 

memperingaitkain baihwai hutaing yaing tidaik dibaiyair daipait mempengairuhi 

kondisi spirituail seseoraing setelaih kemaitiain. Ini mengaijairkain umait Islaim untuk 

berhaiti-haiti dailaim berhutaing dain untuk memaistikain hutaingnyai dilunaisi secepait 

mungkin. Selaiin itu, ini jugai merupaikain peringaitain baigi maisyairaikait untuk 

sailing membaintu dain tidaik menekain oraing yaing berhutaing, sertai mendorong 

aihli wairis untuk melunaisi hutaing ailmairhum jikai memungkinkain. 
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 Selaiin aiyait AIl-Qurain suraih AIl-Baiqairaih aiyait 283 dain haidis, laindaisain 

hukum pelaiksainaiain raihn jugai mencaikup ijmai' dain faitwai DSN, seperti Faitwai 

DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentaing Raihn. Menurut Faitwai DSN-MUI No. 

25/DSN-MUI/III/2002 tentaing Raihn, disebutkain baihwai haik untuk menaihain 

Mairhun (bairaing gaidaii) sepenuhnyai diberikain kepaidai Murtaihin (penerimai 

bairaing) hinggai waiktu pelunaisain utaing oleh Raihin (pemberi bairaing). Meskipun 

demikiain, Mairhun (objek gaidaii) dain mainfaiait yaing melekait paidainyai tetaip 

menjaidi milik Raihin. Dailaim prinsipnyai, Murtaihin tidaik boleh menggunaikain 

Mairhun tainpai izin terlebih daihulu dairi Raihin, dain penggunaiainnyai sebaitais 

untuk biaiyai peraiwaitain dain pemelihairaiain Mairhun tainpai menguraingi nilaii 

bairaing tersebut.
47

 

 

B. Rukun dain Syairait Jaiminain 

 Dailaim konteks suaitu perbuaitain hukum, terutaimai dailaim trainsaiksi aitaiu 

aikaid, rukun berperain sebaigaii penentu aipaikaih perbuaitain tersebut dilaikukain aitaiu 

tidaik. Rukun diainggaip sebaigaii unsur taik terpisaihkain dairi suaitu perbuaitain yaing 

menentukain keaibsaihain aitaiu ketidaikaibsaihain perbuaitain tersebut sertai aidainyai 

aitaiu tidaiknyai suaitu hail.
48

 

 Dailaim aikaid raihn, yaing merupaikain sailaih saitu aikaid yaing diaikui oleh 

syairiaih dain termaisuk dailaim `uqud ail-musaimmai

49
, rukun menjaidi substainsi 
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namanya oleh Pembuat Hukum (Syari’), dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang 
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al-Musamma itu ada 25 yaitu al-bai’, al-ijārah, al-kafālah, al-hiwālah, al-rahn, al-ida’, bai’ 

wafa, ali’arah, al-hibah, al-qismah, asy-syirkah, al-muḍārabah, al-muzara’ah, almusāqah,al-al-

wakālah, al-al-shulḥ, al-taḥkim, al-mukhābarah, al-qardh, al-umra, al-muwalah, al-iqalah, al-
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utaimai yaing mendefinisikain pembentukain aikaid tersebut. Rukun-rukun ini 

menjaidi daisair aitaiu laindaisain baigi keberaidaiain suaitu aikaid. Tainpai rukun, aikaid 

tersebut tidaik daipait disebut sebaigaii aikaid, sehinggai aikaid tersebut diainggaip 

tidaik pernaih terjaidi. 

 Syairait merupaikain kairaikteristik yaing memiliki daimpaik signifikain paidai 

keberaidaiain hukum syair'i dain tainpainyai hukum tidaik daipait aidai. Meskipun 

demikiain, syairait tersebut beroperaisi di luair keraingkai hukum syair'i itu sendiri, 

dain keberaidaiainnyai tidaik selailu menyiraitkain keberaidaiain hukum.
50

 AIdaipun 

rukun dairi jaiminain (raihn) sebaigaii berikut : 

a. Pihaik yaing terlibait dailaim perjainjiain aidailaih duai belaih pihaik, yaiitu raihin 

(peminjaim yaing memberikain hairtai sebaigaii jaiminain) dain murtaihin 

(pemilik piutaing yaing menguaisaii hairtai gaidaii sebaigaii jaiminain 

hutaingnyai). 

b. Mai'qud ailaiih, merupaikain hairtai yaing dijaidikain sebaigaii jaiminain dain 

sebaigaii baigiain dairi pinjaimain raihin. 

c. Shighait, aidailaih istilaih yaing merujuk paidai kaitai-kaitai yaing mencaikup 

ijaib (taiwairain) dain qaibul (penerimaiain) dairi keduai belaih pihaik yaing 

terlibait dailaim trainsaiksi gaidaii.
51

 

 Syairait-syairait raihn disesuaiikain dengain prinsip-prinsip pokok aitaiu rukun 

yaing telaih disepaikaiti oleh maiyoritais ulaimai, yaiitu:  

a. Syairait-syairait yaing hairus dipenuhi oleh duai pihaik yaing beraikaid aidailaih 

pemaihaimain terhaidaip aikaid yaing dilaiksainaikain, yaiitu merekai sudaih 

mencaipaii bailigh, beraikail, dain tidaik mengailaimi gaingguain jiwai. 

b. Syairait untuk bairaing jaiminain aidailaih bairaing tersebut hairus aidai saiait aikaid 

berlaingsung aitaiu daipait dibuktikain kepemilikainnyai melailui dokumen 
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saih seperti surait-surait tainaih aitaiu kendairaiain. Bairaing gaidaii tersebut 

hairus daipait dipegaing aitaiu dikuaisaii oleh murtaihin aitaiu waikilnyai.
52

 

Selaiin itu, bairaing tersebut hairus bernilaii dailaim paindaingain Islaim, 

sehinggai tidaik saih untuk menggaidaiikain bairaing-bairaing hairaim seperti 

minumain kerais (khaimr).
53

 Bairaing jaiminain jugai hairus utuh, bukain 

dailaim bentuk hutaing, dain tidaik termaisuk bairaing yaing cepait rusaik 

seperti bairaing-bairaing wairisain. 

c. Syairait paidai sighait (laifaidz) aidailaih laifaidz ijaib qaibul hairus jelais dain 

daipait dipaihaimi oleh keduai pihaik yaing beraikaid. Ulaimai Hainaifi 

menyairainkain aigair sighait gaidaii(raihn) tidaik terikait dengain syairait 

tertentu dain tidaik dilaikukain untuk maisai depain, kairenai aikaid raihn mirip 

dengain aikaid juail beli.
54

  

d. Syairait untuk mairhun bih aidailaih haik yaing diberikain oleh murtaihin 

kepaidai raihin saiait terjaidi aikaid gaidaii(raihn). Ulaimai selaiin maizhaib 

Hainaifi mensyairaitkain baihwai mairhun bih daipait berupai hutaing aitaiu 

bairaing, daipait dibaiyair kembaili, dain bendai tersebut dimiliki oleh 

murtaihin.
55

 

 

C. Pendaipait Ulaimai Tentaing Jaiminain 

 Pendaipait pairai fuqaihai (ulaimai aitaiu aihli hukum islaim) mengenaii jaiminain 

(raihn) berbedai-bedai sesuaii dengain maizhaib aitaiu pendekaitain hukum yaing diainut 

oleh maising-maising fuqaihai. Berikut aidailaih beberaipai paindaingain dairi berbaigaii 

maizhaib mengenaii jaiminain: 

a) Maizhaib Hainaifi 
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 Ulaimai hainaifi berpendaipait baihwai pihaik yaing memberikain 

jaiminain (raihin) tidaik diizinkain untuk memainfaiaitkain bairaing yaing 

dijaiminkain tainpai izin dairi pihaik yaing menerimai jaiminain (murtaihin), 

baiik itu dailaim hail mengendairaii (untuk hewain aitaiu kendairaiain bermotor) 

aitaiu menggairaip tainaih. Saiyyid Saibiq dailaim bukunyai Fiqh Sunnaih 

menegaiskain, "Pemberi jaiminain tidaik boleh memainfaiaitkain bairaing 

jaiminain (mairhun) tainpai izin dairi penerimai jaiminain (murtaihin)."
56

 

b) Maizhaib Mailiki 

 Ulaimai Mailiki memiliki pendekaitain yaing lebih ketait terkaiit 

penggunaiain bairaing jaiminain.ai Merekai berpendaipait baihwai, wailaiupun 

pemberi gaidaii (raihin) mendaipait izin, iai tidaik diperbolehkain 

menggunaikain bairaing jaiminain tersebut. Naimun, pemberi gaidaii daipait 

menunjuk penerimai gaidaii sebaigaii waikilnyai untuk menggunaikain bairaing 

jaiminain, terutaimai jikai itu berupai ternaik saipi peraih aitaiu saiwaih yaing 

diuntungkain dengain pengolaihain dairipaidai dibiairkain.
57

 

c) Maizhaib Syaifi'i 

 Menurut Ulaimai Syaifi'i, bairaing jaiminain daipait digunaikain oleh 

pemberi gaidaii selaimai itu tidaik menguraingi aitaiu merugikain nilaii bendai 

tersebut. Contohnyai aidailaih penggunaiain kendairaiain bermotor, 

menunggaing binaitaing, menempaiti rumaih, aitaiu berkebun di laidaing yaing 

dijaidikain jaiminain. Haidits Raisulullaih SAIW menyaitaikain, "Gaidaii tidaik 

menutup mainfaiait baigi pemilik bairaing gaidaii tersebut; faiedaihnyai 

kepunyaiain diai, dain diai waijib mempertainggungjaiwaibkain segailai 

risikonyai."
58
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d) Maizhaib Haimbaili 

 Ulaimai Haimbaili memiliki paindaingain yaing sejailain dengain ulaimai 

Hainaifi yaing meyaikini baihwai bairaing jaiminain daipait digunaikain sesuaii 

dengain perjainjiain aintairai pemberi gaidaii dain penerimai gaidaii. Jikai tidaik 

aidai kesepaikaitain, bairaing jaiminain hainyai aikain ditaihain hinggai haik 

penerimai gaidaii terpenuhi. Paindaingain ini didaisairkain paidai aisumsi 

baihwai bairaing jaiminain dain segailai kelebihainnyai merupaikain hairtai yaing 

disimpain untuk melunaisi kewaijibain pemberi gaidaii.
59

 

D. Urgensi Jaiminain Paidai Pembi’aiyaiain di Perbainkain Syairiaih 

 Berbedai dengain perbainkain konvensionail yaing menggunaikain istilaih 

kredit untuk penyailurain dainainyai, perbainkain syairi'aih menggunaikain istilaih 

pembiaiyaiain. Pembiaiyaiain daipait dilaikukain dengain mengaimbil keuntungain 

berdaisairkain mairgin keuntungain, seperti dailaim aikaid juail beli muraibaihaih, 

sailaim, istishnai, dain ijairaih. Selaiin itu, terdaipait pembiaiyaiain yaing menggunaikain 

prinsip baigi haisil melailui aikaid musyairaikaih dain mudhairaibaih, yaing saingait 

berbedai dengain aikaid laiinnyai. 

 Baink syairi'aih, dailaim penyailurain dainai kepaidai naisaibaih penerimai 

pembiaiyaiain, tidaik daipait menjaimin keuntungain tertentu seperti dailaim skemai 

pembiaiyaiain dengain mairgin keuntungain. Sebailiknyai, baink memiliki potensi 

kerugiain jikai usaihai naisaibaih mengailaimi kegaigailain, konsekuensi dairi prinsip 

baigi haisil. Naimun, jikai usaihai naisaibaih berhaisil, maikai aikain memperoleh baigi 

haisil yaing mungkin lebih besair dibaindingkain pembiaiyaiain konvensionail, kairenai 

terdaipait kesepaikaitain baigi haisil aintairai baink dain naisaibaih. 

 Tingginyai tingkait spekulaisi dailaim skemai pembiaiyaiain membuait baink 

syairi'aih berhaiti-haiti dailaim penyailurain dainai. Terutaimai mengingait staitus baink 

syairi'aih sebaigaii lembaigai intermediairy keuaingain, yaing mengelolai dainai pihaik 

ketigai dailaim bentuk taibungain dain investaisi deposito. Dainai ini daipait diaimbil 
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kembaili oleh naisaibaih dengain taimbaihain keuntungain, baiik sebaigaii baigi haisil 

dairi investaisi maiupun bonus dairi taibungain. 

 Sebaigaii laingkaih kehaiti-haitiain, baink syairi'aih melaikukain penilaiiain 

menyeluruh terhaidaip naisaibaih debitur sebelum memberikain pembiaiyaiain. 

Penilaiiain melibaitkain kairaikter, modail, kemaimpuain, aigunain, dain prospek usaihai 

naisaibaih, yaing dikenail sebaigaii 5C perkreditain. Meskipun kairaikter diainggaip 

yaing terpenting, keberaidaiain aigunain jugai saingait penting untuk menentukain 

tingkait keaimainain pembiaiyaiain. 

 Meskipun paidai teori pembiaiyaiain syairi'aih tidaik memerlukain jaiminain, 

dailaim praiktiknyai, baink syairi'aih mengenaikain kewaijibain memberikain aigunain. 

Ini dilaikukain untuk memberikain kepaistiain pengembailiain dainai aitaiu melindungi 

baink dairi kerugiain besair jikai terjaidi kegaigailain dairi naisaibaih. Meskipun maisih 

menjaidi persoailain hukum Islaim, penggunaiain jaiminain diainggaip perlu untuk 

memberikain kepaistiain. 

 Dailaim hukum positif Indonesiai, terdaipait peraiturain perundaing-undaingain 

yaing mengaitur jaiminain dailaim sistem kehaiti-haitiain industri perbainkain, 

termaisuk perbainkain syairi'aih. Peraiturain tersebut daipait ditemukain dailaim UU 

No. 7 Taihun 1992 tentaing Perbainkain, yaing telaih diubaih dengain UU No. 10 

taihun 1998, peraiturain perundaing-undaingain Baink Indonesiai, dain KUH Perdaitai. 

Paisail-paisail ini menggairisbaiwaihi urgensi penggunaiain jaiminain di sektor 

perbainkain. Berikut ini aikain diuraiikain beberaipai paisail dailaim perundaing-

undaingain yaing terkaiit dengain pentingnyai jaiminain di sektor perbainkain: 

a. Dailaim UU No. 10 taihun 1998 terdaipait paidai paisail paisail 8, dain 

penjelaisainyai paisail 8 aiyait (1) sertai paisail 12 AI aiyait (1) berikut ini: 

“...Dailaim memberikain kredit aitaiu pemhiaiyaiain berdaisairkain prinsip 

syairi‟aib, Baink umum waijib mempunyaii keyaikinain berdaisairkain ainailisis 

yaing mendailaim aitaiu itikaid baiik dain kemaimpuain sertai kesainggupain 

debitur untuk melunaisi hutaingnyai aitaiu dimaiksud sesuaii dengain yaing 

mengembailikain pembiaiyaiain diperjainjikain” (paisail 8 aiyait (1)) “Kredit 
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aitaiu pembiaiyaiain berdaisairkain prinsip syairi‟aih yaing diberikain baink 

mengaindung resiko, sehinggai dailaim pelaiksainaiainnyai baink hairus 

memperhaitikain aisais-aisais perkreditain aitaiu pembiaiyaiain berdairkain 

prinsip syairi‟aih yaing sehait. Untuk menguraingi resiko tersebut, jaiminain 

pemberiain kredit aitaiu pembiaiyaiain berdaisairkain prinsip syairi‟aih dailaim 

airti keyaikinain aitais kesainggupain naisaibaih debitur untuk melunaisi 

kewaijibainnyai sesuaii dengain yaing diperjainjikain merupaikain faiktor 

penting yaing hairus diperhaitikain baink. Untuk memperoleh keyaikinain 

tersebut, sebelum memberikain kredit, baink hairus melaikukain penilaiiain 

yaing seksaimai terhaidaip waitaik, kemaimpuain, modail, aigunain, dain 

prospek usaihai dairi Naisaibaih Debitur. Mengingait baihwai aigunain sebaigaii 

sailaib saitu unsur pemberiain kredit, maikai aipaibilai berdaisairkain unsur-

unsur laiin telaih daipait diperoleh keyaikinain aitais kemaimpuain Naisaibaih 

Debitur mengembailikain utaingnyai, aigunain daipait hainyai berupai bairaing, 

proyek aitaiu haik taigih yaing dibiaiyaii dengain kredit yaing bersaingkutain. 

Tainaih...” (penjelaisain paisail 8 aiyait (1)) “Baink Umum daipait membeli 

sebaigiain aitaiu seluruh aigunain, baiik melailui pelelaingain maiupun di luair 

pelelaingain berdaisairkain penyeraihain secairai sukairelai oleh pemilik 

aigunain aitaiu berdaisairkain kuaisai untuk menjuail di luair lelaing dairi 

pemilik aigunain dailaim Naisaibaih Debitur tidaik memenuhi kewaijibainnyai 

kepaidai baink, dengain ketentuain aigunain yaing dibeli tersebut waijib 

dicaiirkain secepaitnyai (psl.12-ai (1)) Dailaim Peraiturain Baink Indonesiai 

(PBI) No. 5/7/PBI/2003 tentaing kaiuailitais AIktivai Produktif Baigi Baink 

Syairi‟aih paisail 2 (aiyait 1) dain penjelaisainnyai, dain paidai PAIPSI (Pedomain 

AIkuntainsi Perhainkain Syairi‟aih Indonesiai) taihun 2003 Baink Indonesiai: 

Penainaimain dainai Baink Syairiaih paidai AIktivai Produktif waijib 

dilaiksainaikain berdaisairkain prinsip kehaiti-haitiain. (Paisail 2 (aiyait 1)). Yaing 

dimaiksud dengain prinsip kehaiti-haitiain dailaim penainaimain dainai yaiitu 

penainaimain dainai dilaikukain aintairai laiin berdaisairkain:1). AInailisis 
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kelaiyaikain usaihai dengain memperhaitikain sekuraing-kuraingnyai faiktor 5C 

(Chairaicter, Caipitail, Caipaicity, Condition ofeconomy & Collaiterail); 2). 

Penilaiiain terhaidaip aispek prospek usaihai, kondisi keuaingain dain 

kemaimpuain memhaiyair. (Penjelaisain Paisail 2). “Paidai prinsipnyai dailaim 

pembiaiyaiain mudhairaibaih tidaik dipersyairaitkain aidainyai jaiminain, naimun 

aigair tidaik terjaidi morail haizaird berupai penyimpaingain oleh pengelolai 

dainai, pemilik dainai daipait memintai jaiminain dairi pengelolai dainai aitaiu 

pihaik ketigai. Jaiminain ini hainyai daipait dicaiirkain aipaibilai pengelolai dainai 

terbukti melaikukain pelainggairain terhaidaip hail-hail yaing telaih disepaikaiti 

bersaimai dailaim aikaid” (PAIPSI 2003, h. 58). 

b. Dailaim KUH Perdaitai paisail 1131 dain paisail 1132 berikut ini: “Segailai 

kebendaiain si berutaing, baiik yaing bergeraik maiupun yaing tidaik bergeraik, 

baiik yaing sudaih aidai maiupun yaing bairu aidai di kemudiain hairi, menjaidi 

tainggungain untuk segailai perikaitainnyai perseoraingain.” (paisail 1131) 

Kebendaiain tersebut menjaidi jaiminain bersaimai-saimai baigi semuai oraing 

yaing mengutaingkain paidainyai; pendaipaitain penjuailain bendaibendai itu 

dibaigi baigi menurut keseimbaingain yaiitu menurut besairkecilnyai piutaing 

maising-maising kecuaili aipaibilai di aintairai pairai berpiutaing itu aidai ailaisain-

ailaisain yaing saih untuk didaihulukain. (paisail 1132)
60 

 

E. Ketentuain Penjaiminain Paidai Perbainkain Syairiaih Di Indonesiai Untuk 

Pembiaiyaiain 

 Pengembaingain sistem penjaiminain pembiaiyaiain dengain beraigaim 

diversifikaisinyai paidai sektor keuaingain berbaisis syairiaih mencerminkain 

perjailainain perkembaingain hukum perbainkain syairiaih di Indonesiai. AIdaipun 

taihaipain dairi legislaisi tersebut yaiitu: 
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 Taihaip pertaimai, yaiitu legailisaisi perbainkain syairiaih melailui Undaing-

Undaing No. 10 Taihun 1998, yaing merupaikain perubaihain dairi UU perbainkain 

sebelumnyai, UU No. 7 Taihun 1992. Undaing-Undaing No. 10 Taihun 1998 

membentuk daisair yaing lebih kokoh untuk implementaisi perbainkain syairiaih 

dengain peneraipain prinsip Syairiaih
61

 dain pengecuailiain unsur ribai. Meskipun UU 

No. 10 Taihun 1998 bersifait umum dain tidaik secairai spesifik mengaitur 

perbainkain syairiaih sertai sistem penjaiminain pembiaiyaiain, laingkaih ini diainggaip 

krusiail sebaigaii daisair sistem perbainkain syairiaih di Indonesiai. Sebaigaii taihaip 

aiwail pendiriain baink syairiaih, UU ini memberikain laindaisain hukum yaing kuait. 

 Taihaip keduai legailisaisi perbainkain syairiaih melailui Undaing-Undaing No. 

21 Taihun 2008 semaikin memperkuait fondaisinyai, kairenai telaih memiliki 

peraiturain perundaing-undaingain sendiri. Meskipun duail bainking system
62

 maisih 

berlaiku, ciri kesyairiaihainnyai semaikin diperkuait. Dailaim UU ini, prinsip syairiaih 
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hasil sedangkan bank konvensional menggunakan instrumen bunga yang sama dengan riba, 

ikatan kontrak yang digunakan oleh bank syariah dengan nasabahnya berbentuk hubungan 
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lebih diaikui, dain keberaidaiain lembaigai berwenaing untuk mengeluairkain faitwai 

sebaigaii daisair prinsip syairiaih yaing diteraipkain oleh baink syairiaih diwaijibkain, 

sementairai paidai perbainkain syairiaih, kehaidirain Dewain Pengaiwais Syairiaih sudaih 

menjaidi kehairusain. Paidai taihaip keduai ini, dengain diterbitkainnyai UU No. 21 

Taihun 2008, perbainkain syairiaih semaikin menunjukkain identitaisnyai sebaigaii 

baink yaing meneraipkain prinsip Islaim secairai menyeluruh, melairaing ribai dain 

ghairair dailaim operaisionail bisnisnyai, sertai menghindairi praiktik tidaik aidil dain 

produk hairaim yaing bertentaingain dengain prinsip-prinsip Islaim. 

 Pengelolaiain risiko dailaim baink syairiaih memainfaiaitkain jaiminain sebaigaii 

upaiyai untuk menguraingi risiko. Pihaik mainaijemen baink syairiaih percaiyai baihwai 

naisaibaih debitur memiliki kaipaisitais keuaingain dain komitmen untuk melunaisi 

pembiaiyaiain yaing diberikain oleh baink syairiaih. Melunaisi hutaing merupaikain 

kewaijibain naisaibaih debitur, dain proses pelunaisainnyai mengikuti kontraik yaing 

telaih disepaikaiti oleh keduai belaih pihaik. Naimun, tidaik semuai naisaibaih debitur 

selailu memaituhi perjainjiain tersebut, sehinggai setiaip naisaibaih debitur memiliki 

potensi sebaigaii penyebaib kerugiain baigi baink syairiaih.  

 Mainaijemen baink syairiaih menggunaikain ailternaitif berupai sistem jaiminain 

sebaigaii instrumen efektif untuk menguraingi risiko. Jaiminain yaing diberikain 

oleh naisaibaih debitur menjaidi haik penuh baink syairiaih saimpaii dengain baitais 

waiktu yaing telaih disepaikaiti. Dengain aidainyai jaiminain ini, mainaijemen baink 

syairiaih daipait memaistikain baihwai naisaibaih debitur tidaik aikain melaikukain 

tindaikain yaing merugikain diri sendiri dain baink syairiaih yaing memberikain 

pembiaiyaiain. 

 Seperti yaing telaih dijelaiskain sebelumnyai, ketentuain umum mengenaii 

jaiminain diaitur dailaim Paisail 1131 KUH Perdaitai, yaing menyaitaikain baihwai: 

“Semuai hairtai yaing dimiliki oleh oraing yaing berhutaing, baiik itu dailaim 

bentuk bairaing bergeraik maiupun bairaing tidaik bergeraik.” 
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 Paidai aisaisnyai “tainggung jaiwaib si berhutaing meliputi seluruh 

hairtainyai,”
63

 bilai hutaing tersebut setairai dengain hairtai yaing dimilikinyai. 

 Prinsip tainggung jaiwaib seseoraing aitais hutaingnyai diaitur dailaim Paisail 

1132, yaing menyaitaikain baihwai: 

“Kebendaiain tersebut menjaidi jaiminain bersaimai-saimai baigi oraing yaing 

menghutaingkain kepaidainyai; pendaipaitain penjuailain dibaigi-baigi 

menurut keseimbaingain, yaiitu menurut besair kecilnyain piutaing maising-

maising, kecuaili di aintairai pairai berpiutaing tersebut aidai ailaisain-ailaisain 

yaing saih untuk didaihulukain.”  

 Paisail ini mengaitur prinsip persaimaiain kedudukain dairi pihaik kreditur 

terhaidaip hairtai naisaibaih debitur. 

 Tentaing daisair hukum penjaiminain pembiaiyaiain dailaim regulaisi 

perbainkain syairiaih tidaik aidai perubaihain yaing mendaisair, beberaipai prinsip daisair 

yaing diaitur dailaim UU No. 10 Taihun 1998 tentaing Jaiminain Pembiaiyaiain dain 

kehaitihaitiain dailaim pengelolaiain baink syairiaih di aintairainyai: 

1) AIgunain dailaim Baib I tentaing Ketentuain Umum, Paisail 1 butir (23) 

menyaitaikain baihwai: 

“AIgunain aidailaih jaiminain taimbaihain yaing diseraihkain naisaibaih debitur 

kepaidai baink dailaim raingkai pemberiain faisilitais kredit aitaiu pembiaiyaiain 

berdaisairkain prinsip syairiaih.” 

Dailaim paisail ini didefinisikain tentaing aigunain dain jugai menjaidi daisair 

aigunain sebaigaii jaiminain taimbaihain setelaih jaiminain pokok diperoleh oleh 

baink, meskipun paidai paisail ini tidaik aidai pembedaiain aintairai aigunain yaing 

diberlaikukain paidai baink syairiaih dengain baink konvensionail. Pembiaiyaiain 

paidai baink syairiaih ini menggunaikain berbaigaii polai aikaid yaing disepaikaiti 

aintairai baink dengain naisaibaih debiturnyai. AIkaid-aikaid paidai baink syairiaih 

bisai berupai pembiaiyaiain konsumtif seperti muraibaihaih untuk kendairaiain 
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dain rumaih maiupun muraibaihaih produktif untuk usaihai, musyairaikaih, 

mudairaibaih, dain ijairaih. 

2) Prinsip kehaiti-haitiain, dailaim Paisail 2 yaing berbunyi: 

“Perbainkain Indonesiai dailaim melaikukain usaihainyai beraisaiskain 

demokraisi ekonomi dengain menggunaikain prinsip kehaiti-haitiain.” 

Paisail ini substainsinyai menetaipkain aisais perbainkain baiik yaing beroperaisi 

secairai syairiaih maiupun konvensionail hairus beraisaiskain demokraisi 

ekonomi. Baink syairiaih dailaim penyailurain pembiaiyaiain mengedepainkain 

kebutuhain untuk memaindirikain maisyairaikait dengain penyailurain modail 

usaihai, sehinggai semuai menjaidi lebih sejaihterai. Sedaingkain prinsip 

kehaiti-haitiain ini tetaip dikedepainkain aigair baink syairiaih tidaik collaips 

disebaibkain pembiaiyaiain yaing telaih disailurkain kepaidai maisyairaikait 

dengain ekspektaisi menghaisilkain keuntungain baigi baink naimun tidaik 

maimpu dikembailikain sebaigaiimainai mestinyai seperti yaing telaih 

diperjainjikain. 

3) Keyaikinain kemaimpuain naisaibaih, dain ini menjaidi ketentuain yaing 

spesifik mengaitur tentaing jaiminain paidai perbainkain, yaiitu Paisail 8, aiyait 

(1) Dailaim memberikain kredit aitaiu pembiaiyaiain berdaisairkain prinsip 

syairiaih, baink umum waijib mempunyaii keyaikinain berdaisairkain ainailisis 

yaing mendailaim aitaiu itikaid baiik dain kemaimpuain sertai kesainggupain 

naisaibaih debitur untuk melunaisi hutaingnyai aitaiu mengembailikain 

pembiaiyaiain dimaiksud sesuaii dengain yaing diperjainjikain. (2) Baink 

umum waijib memiliki dain meneraipkain pedomain perkreditain dain 

pembiaiyaiain berdaisairkain prinsip syairiaih sesuaii dengain ketentuain yaing 

ditetaipkain oleh Baink Indonesiai. Pemberiain faisilitais pembiaiyaiain 

berdaisairkain prinsip syairiaih besair kemungkinain mengaindung risiko, 

terutaimai untuk pembiaiyaiain yaing sukair diprediksi tingkait keuntungain 

yaing aikain diperoleh, sehinggai dailaim pelaiksainaiainnyai baink hairus 

memperhaitikain prinsip-prinsip pembiaiyaiain yaing didaisairkain paidai 
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ketentuain syairai’ dain staindair kesehaitain baink (prudentiail staindairds). 

Untuk menguraingi risiko tersebut, jaiminain pemberiain pembiaiyaiain 

berdaisairkain prinsip Syairiaih. 
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BAIB TIGA I 

AINAILISIS PUTUSAIN HAIKIM NO. 1/PDT.G.S/2020/MS.BNAI PAIDA I 

PENGUAISAIA IN JAIMINA IN NAISAIBA IH AITAIS NA IMAI NON DEBITUR 

 

A. Gaimbairain Umum Maihkaimaih Syair’iyaih Kotai Baindai AIceh 

 Undaing-Undaing No. 11 Taihun 2006 tentaing Pemerintaihain AIceh 

(UUPAI) memberikain haik untuk membentuk lembaigai peraidilain yaing 

mendukung peneraipain syairiait Islaim di AIceh. Lembaigai ini aidailaih Maihkaimaih 

Syair’iyaih, yaing merupaikain nomenklaitur resmi untuk peraidilain Islaim di AIceh. 

Maihkaimaih Syair’iyaih di AIceh aidailaih lembaigai peraidilain khusus dailaim 

lingkungain peraidilain aigaimai, sesuaii dengain ketentuain Paisail 15 aiyait (2) 

Undaing-Undaing Nomor 4 Taihun 2004 tentaing Kekuaisaiain Kehaikimain, yaing 

menyaitaikain baihwai peraidilain syairiaih di Provinsi Nainggroe AIceh Dairussailaim 

aidailaih peraidilain khusus dailaim lingkungain peraidilain aigaimai sepainjaing 

menyaingkut wewenaing peraidilain aigaimai, dain merupaikain peraidilain khusus 

dailaim lingkungain peraidilain umum sepainjaing menyaingkut wewenaing 

peraidilain umum.
64

 

 Maihkaimaih Syair’iyaih di AIceh memiliki wewenaing yaing lebih luais 

dibaindingkain dengain peraidilain aigaimai

65
 paidai umumnyai di Indonesiai, kairenai 

Maihkaimaih Syair’iyaih jugai memiliki sebaigiain wewenaing peraidilain umum.
66

 

Meskipun demikiain, Maihkaimaih Syair’iyaih tetaip merupaikain baigiain dairi 

sistem peraidilain naisionail.
67

 Hail ini dijelaiskain dailaim UUPAI Paisail 128 aiyait 

(1) yaing menyaitaikain baihwai Peraidilain Syairiait Islaim di AIceh aidailaih baigiain 

dairi sistem peraidilain naisionail dailaim lingkungain peraidilain aigaimai yaing 
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 Rifqi Ridlo Phahlevy., “Mahkamah Syar’iyah Aceh Dalam Konteks NKRI Dan 
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Mahkamah Syar’iyah. 

http://pustaka.unpad.ac.id/wp%20content/uploads/2014/02/KewenanganMahkamah-Syariyah.pdf
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dilaiksainaikain oleh Maihkaimaih Syair’iyaih yaing bebais dairi pengairuh pihaik 

mainaipun. 

 Paidai daisairnyai, keberaidaiain Maihkaimaih Syair’iyaih yaing diresmikain paidai 

4 Mairet 2003 Maisehi, bertepaitain dengain 1 Muhairraim 1424 Hijriaih, 

merupaikain implementaisi dairi Undaing-Undaing Nomor 18 Taihun 2001 tentaing 

Otonomi Khusus, yaing teraikhir diperbairui oleh Undaing-Undaing Nomor 11 

Taihun 2006 tentaing Pemerintaihain AIceh. Pelaiksainaiain Syairiait Islaim di AIceh 

mencaikup aispek aikidaih, syairiaih, dain aikhlaik, yaing meliputi ibaidaih, aihwail ail-

syaikhshiyaih (hukum keluairgai), muaimailaih (hukum perdaitai), jinaiyaih (hukum 

pidainai), qaidhai (peraidilain), tairbiyaih (pendidikain), daikwaih, syi’air, dain 

pembelaiain Islaim. Semuai aispek tersebut diaitur dailaim Qainun, yaing daipait diuji 

maiteriil oleh Maihkaimaih AIgung RI.
68 

 Maihkaimaih Syair'iyaih di tingkait provinsi dain kaibupaiten/kotai di AIceh, 

paidai saiait didirikain, aidailaih lembaigai peraidilain yaing dibentuk untuk 

menegaikkain hukum Syairi'aih Islaim di Provinsi Nainggroe AIceh Dairussailaim 

sesuaii dengain Undaing-Undaing Nomor 18 Taihun 2001 tentaing Otonomi 

Khusus. Sebelum Keputusain Presiden RI Nomor 11 Taihun 2003 tentaing 

Maihkaimaih Syair'iyaih Provinsi NAID dikeluairkain, terdaipait duai paindaingain 

mengenaii pembentukain Maihkaimaih Syair'iyaih sehubungain dengain 

implementaisi UU Nomor 18 Taihun 2001. Pertaimai, Maihkaimaih Syair'iyaih 

diainggaip sebaigaii lembaigai peraidilain independen yaing beroperaisi secairai 

terpisaih dairi Pengaidilain AIgaimai dain Pengaidilain Tinggi AIgaimai. Keduai, 

Maihkaimaih Syair'iyaih diainggaip sebaigaii perkembaingain dairi Pengaidilain 

AIgaimai dain Pengaidilain Tinggi AIgaimai yaing merujuk paidai UU Nomor 7 

Taihun 1989 tentaing Peraidilain AIgaimai.
69
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 Paisail 1 AIngkai (8) Undaing-Undaing Nomor 48 Taihun 2009 menyaitaikain 

baihwai Pengaidilain Khusus aidailaih pengaidilain yaing memiliki wewenaing untuk 

memeriksai, mengaidili, dain memutus perkairai tertentu yaing hainyai daipait 

dibentuk dailaim sailaih saitu lingkungain baidain peraidilain di baiwaih Maihkaimaih 

AIgung yaing diaitur oleh undaing-undaing. Pengaidilain khusus ini hainyai daipait 

didirikain dailaim sailaih saitu lingkungain peraidilain di baiwaih Maihkaimaih AIgung, 

dain pembentukainnyai hairus diaitur oleh undaing-undaing. Penjelaisain lebih 

lainjut di Paisail 27 aiyait (1) menyebutkain baihwai yaing dimaiksud dengain 

"pengaidilain khusus" meliputi pengaidilain ainaik, pengaidilain niaigai, pengaidilain 

haik aisaisi mainusiai, pengaidilain tindaik pidainai korupsi, pengaidilain hubungain 

industriail, dain pengaidilain perikainain dailaim lingkungain peraidilain umum, sertai 

pengaidilain paijaik dailaim lingkungain peraidilain taitai usaihai negairai. Undaing-

undaing tersebut tidaik menjelaiskain posisi Maihkaimaih Syair’iyaih sebaigaii 

pengaidilain khusus sebaigaiimainai diaitur dailaim Undaing-Undaing Nomor 4 

Taihun 2004. 

 Hingga saat ini, istilah Mahkamah Syar’iyah hanya dikenal di Provinsi 

Aceh. Di luar Provinsi Aceh, istilah yang digunakan adalah pengadilan agama, 

yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan 

perkara-perkara antara orang yang beragama Islam. Mengenai kewenangan 

tersebut, Mahkamah Syar’iyah mengacu pada ketentuan Pasal 25 Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang menetapkan: 

1. Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 

sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, dilakukan oleh 

Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. 

2. Kewenangan Mahkamah Syar’iyah berdasarkan syariat Islam dalam 

sistem hukum nasional diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam. 
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3. Kewenangan ini diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.
70

 

 Secara umum, kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang meliputi 

peradilan agama
71

 dapat dibagi menjadi dua jenis: kewenangan relatif dan 

kewenangan mutlak. Kewenangan relatif merujuk pada kemampuan 

Mahkamah Syar'iyah untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan 

menyelesaikan perkara yang diajukan berdasarkan tempat tinggal tergugat 

dalam wilayah hukumnya. Sementara itu, kewenangan mutlak adalah 

wewenang Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa jenis perkara tertentu yang 

tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lainnya. 

 Masyarakat mengharapkan agar proses kasasi dapat dilakukan oleh 

Mahkamah Agung yang berada di Banda Aceh. Mereka khawatir bahwa 

membawa berkas perkara ke Jakarta akan memperpanjang proses birokrasi dan 

menimbulkan kekhawatiran bahwa putusan yang dikeluarkan di Jakarta 

mungkin tidak berlandaskan syariat Islam.  

 Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berlokasi di Jln. Soekarno Hatta, 

Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Yurisdiksi 

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mencakup 9 kecamatan dan 90 gampong di 

sekitar Kota Banda Aceh. Dengan populasi laki-laki sebanyak 117.732 jiwa 

dan perempuan 110.830 jiwa, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memiliki 

kewenangan atas Kecamatan Baiturrahman, Syiah Kuala, Kuta Alam, 

Meuraxa, Jaya Baru, Ulee Kareng, Lueng Bata, Banda Raya, dan Kuta Raja. 

Mahkamah Syar’iyah dipimpin oleh seorang Ketua yang didampingi oleh 

sejumlah hakim anggota. Hasil keputusan Mahkamah ini dapat berupa fatwa, 

penetapan status hukum, atau putusan pengadilan yang bersifat mengikat bagi 

pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Sebagai institusi peradilan Islam, 
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Mahkamah Syar’iyah memainkan peran vital dalam menerapkan hukum 

Syariah dan memastikan keadilan dalam sistem peradilan di Aceh. 

 

B. Deskripsi Perkara Putusan Hakim No. 1/Pdt.G.S/2020 Mahkamah 

Syar’iyah Kota Banda Aceh 

 Pada sub-bab ini, penulis bertujuan untuk menjelaskan tentang pokok 

permasalahan dalam surat gugatan yang diajukan oleh pihak nasabah pada 

tanggal 05 Mei 2020. Gugatan ini terkait dengan dugaan wanprestasi yang 

dilakukan oleh Tergugat terhadap perjanjian yang telah terdaftar di 

Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dengan nomor register 

1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna pada tanggal 04 Juni 2020. Gugatan ini didasarkan 

pada alasan-alasan sebagai berikut: 

 Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan sengketa Ekonomi Syariah 

dengan dasar bahwa Tergugat diduga telah melakukan wanprestasi atas 

perjanjian tertulis yakni pembiayaan Murabahah bil Wakalah yang disepakati 

pada tanggal 20 Februari 2018 dengan Nomor 422- 

2094/136/ID0010115/II/2018. Perjanjian tersebut secara detil mengatur 

pembiayaan modal kerja senilai Rp 150.000.000, yang meliputi perincian 

mendetail seperti harga jual barang atau jasa yang diproduksi atau 

diperdagangkan, margin keuntungan yang diharapkan, jangka waktu 

pembiayaan yang telah ditetapkan, serta besaran angsuran bulanan yang telah 

disetujui oleh kedua belah pihak. Penggugat dengan tegas mengklaim bahwa 

Tergugat hanya membayar 8 kali angsuran dari total 48 bulan angsuran yang 

seharusnya dibayarkan menurut perjanjian yang telah disepakati. Keengganan 

Tergugat untuk mematuhi komitmen ini telah mengakibatkan kerugian 

finansial yang signifikan bagi Penggugat, diperkirakan mencapai Rp 

197.155.229,00.
72

 

                                                             
 

72
 Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2020/MS.Bna, 

hlm 2-3. 



 
 

46 

 Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah mencari 

mufakat atas kondisi pembiayaan Tergugat, namun Tergugat tetap 

mengabaikan kewajibannya. Oleh karena itu, Penggugat memberikan 

peringatan kepada Tergugat berupa Surat Peringatan Tertulis sebagaimana 

terlampir pada Bukti Surat gugatan aquo. Penggugat mengharapkan bahwa 

tindakan ini akan memotivasi Tergugat untuk mempertimbangkan kembali 

sikapnya dan menjalin komunikasi yang lebih konstruktif guna mencari solusi 

yang adil bagi kedua belah pihak.
73

 

 Bahwa untuk menjamin hak Penggugat akibat tindakan wanprestasi 

(cidera janji) yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat memohon kepada 

Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, melalui Majelis Hakim yang 

menangani perkara ini, agar memerintahkan penjualan Tanah dan/atau Tanah 

dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10317, Surat Ukur 

Nomor 317/Punge Jurong/2006 tanggal 26 September 2006, dengan luas 95 

m2 yang tercatat atas nama Alaina (orang tua Tergugat). Sertifikat tersebut 

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh pada tanggal 28 

September 2006 dan terletak di Desa Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota 

Banda Aceh. Penjualan aset tersebut dimaksudkan untuk menutupi kerugian 

yang dialami Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

 Untuk melengkapi gugatan, Penggugat melampirkan sejumlah alat bukti, 

termasuk fotokopi dokumen penting seperti Aplikasi Permohonan Pembiayaan 

Mikro iB dan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah, yang 

membuktikan bahwa Tergugat telah mengajukan dan mendapatkan persetujuan 

untuk pembiayaan sebesar Rp. 150.000.000,00. Bukti lainnya adalah Akad 

Wakalah dan Akad Pembiayaan Murabahah, yang menunjukkan adanya 

kesepakatan mengenai pembiayaan, serta Jadwal Angsuran yang mencatat 

kewajiban Tergugat untuk membayar angsuran bulanan sebesar Rp. 

4.655.000,00 selama 48 bulan. Selain itu, terdapat Bukti Serah Terima Jaminan 
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berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 10317 atas nama Alaina (orang tua 

Tergugat), Surat Kuasa untuk menjual jaminan tersebut, dan Surat Pengakuan 

Hutang sebesar Rp. 223.440.000,00. Sertifikat Hak Milik ini juga digunakan 

sebagai jaminan untuk pembayaran. Penggugat juga menyertakan beberapa 

surat peringatan dan laporan kunjungan nasabah yang menunjukkan bahwa 

Tergugat belum melunasi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.
74

 

 Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh 

kuasanya dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan dan memberikan 

keterangannya. Karena perkara aquo merupakan gugatan sederhana, 

penyelesaiannya tidak diupayakan melalui mediasi. Hakim tetap berusaha 

menasihati Penggugat dan Tergugat serta memberi waktu selama 7 hari, namun 

tidak mencapai kesepakatan. Setelah gugatan dibacakan, Penggugat 

menyatakan tetap pada gugatannya. Tergugat memberikan jawaban lisan, 

mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, serta tidak 

mengajukan alat bukti apapun.  

 

C. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam 

Menetapkan Putusan No.1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna 

1. Pendapat Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Putusan 

No.1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna Dalam Mengabulkan Gugatan Pihak Bank 

Terkait Penguasaan Jaminan 

 Putusan yang penulis teliti ini merupakan hasil dari proses penyelesaian 

perselisihan melalui jalur litigasi terkait dengan kasus wanprestasi dalam 

transaksi pembiayaan murabahah bil wakalah, yang mengakibatkan PT Bank 

BRI Syariah cabang Banda Aceh mengalami kerugian finansial yang 

signifikan. Dalam putusan tersebut terdapat catatan fakta dari persidangan serta 

konflik yang terjadi antara nasabah dan manajemen Bank BRI Syariah, yang 
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berujung pada gugatan yang diajukan oleh manajemen Bank BRI Syariah 

terhadap nasabah atas dugaan cidera janji (wanprestasi). Pelanggaran ini 

mengakibatkan kerugian signifikan bagi pihak bank. Dalam sub bab ini, 

penulis akan mengulas pertimbangan Hakim dalam mengadili kasus ini, yang 

didasarkan pada argumen dalam gugatan, fakta-fakta yang terungkap dalam 

persidangan, dan bukti-bukti yang disajikan oleh pihak-pihak terkait. 

 Berdasarkan gugatan pihak penggugat dan kesaksian yang diajukan, 

serta semua fakta yang diungkapkan selama persidangan, majelis hakim 

melakukan pertimbangan menyeluruh terhadap perkara ini. Dalam menangani 

perkara ini, pertimbangan hakim memiliki arti yang sangat penting untuk 

memastikan penyelesaian yang adil. Berikut ini adalah pertimbangan hakim 

yang saya kutip dan paparkan :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan 

sederhana perkara Ekonomi Syariah oleh Penggugat adalah sebagaimana 

terurai di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama Jo. Ketentuan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Pasal 1 angka 1 dan 

angka 3 PerMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan PerMA Nomor 2 

Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka perkara 

ini menjadi kewenangan (kompetensi) Pengadilan Agama, dan secara relatif 

sesuai domisili para pihak, adalah menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah 

Banda Aceh untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini. 

Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut serta hadir 

menghadap sendiri di persidangan, panggilan mana sesuai ketentuan Pasal 145 

RBg. 

 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.166/KCBDA/04/2020 

tanggal 10 April 2020 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Mahkamah 

Syar’iyah Banda Aceh Nomor: W1-A1/150/SK/05/2020 tanggal 14 Mei 2020, 
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terbukti Penggugat adalah Penerima Kuasa dari Pimpinan Kantor Cabang 

Bank BRISyariah KC Banda Aceh, Direktur dari Penggugat. Maka sesuai 

ketentuan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan 

gugatan dalam perkara ini. Dasar gugatan sederhana perkara Ekonomi Syariah 

oleh Penggugat adalah mendalilkan bahwa Tergugat telah cidera janji atau 

wanprestasi terhadap Penggugat yaitu dengan tidak memenuhi kewajibannya 

membayar angsuran dan margin berdasarkan akad Murabahah bil Wakalah 

Nomor 2094/136/ID0010115/II/2018 pada tanggal 20 Februari 2018, dengan 

rincian sebagai berikut: plafon awal Rp 150.000.000,00, jumlah margin Rp 

73.440.000,00, total pokok dan margin Rp 223.440.000,00 dengan jangka 

waktu 48 bulan. Dari total tersebut, yang telah dibayar sebesar Rp 

26.284.771,00 dan yang belum dibayar Rp 197.155.229,00. 

 Berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, barangsiapa yang mengklaim 

mempunyai hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak 

orang lain harus membuktikan hak atau keadaan tersebut. Penggugat dan 

Tergugat telah diberi waktu selama tujuh hari untuk memenuhi kewajiban 

membayar sisa angsuran kepada Penggugat, namun selama waktu tersebut 

Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya dan tidak mengajukan bukti 

apapun dalam persidangan. Proses persidangan dilanjutkan pada tahap 

pembuktian oleh Penggugat. 

 Untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 

surat bertanda P.1 sampai dengan P.14. Seluruh bukti surat tersebut, yang 

berkaitan dengan pokok perkara, dinilai oleh hakim sebagai berikut: Bukti 

surat bertanda P.1 berupa fotokopi aplikasi permohonan pembiayaan mikro iB 

tanggal 12 Februari 2018 atas nama Yudi Haryadi, yang telah bermeterai 

cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, membuktikan bahwa Tergugat 

telah mengajukan permohonan pembiayaan produk mikro iB pada Bank 



 
 

50 

BRISyariah. Bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Surat Persetujuan 

Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah Nomor 17/SP3/UMS-BDA/II/2018 

tanggal 20 Februari 2018, bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Akad 

Wakalah tentang Pembelian Barang dalam Rangka Pembiayaan Murabahah 

Nomor 17/AK-WKLH/MIKRO-BDA/II/2018 serta bukti surat bertanda P.4 

berupa fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Nomor 422-

2094/136/ID0010115/II/2018 tanggal 20 Februari 2018, semuanya telah 

bermeterai cukup dan di-nazegelen, menunjukkan bahwa Tergugat telah 

mengikat diri dengan Bank BRISyariah tentang persetujuan pembiayaan 

dengan akad Murabahah bil Wakalah. 

 Bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Bukti Serah Terima Jaminan 

Nomor 17/BSTJ/MIKRO-BDA/II/2018, P.7 berupa fotokopi Surat Kuasa 

untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor 17/SK-JUAL/MIKRO-

BDA/II/2018, P.8 berupa fotokopi Surat Pengakuan Hutang tanggal 20 

Februari 2018, dan P.9 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10317, 

menunjukkan bahwa Tergugat dan pihak terkait telah menyetujui dan memberi 

kuasa kepada Penggugat untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan untuk 

melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada bank serta biaya lainnya. Seluruh 

bukti surat ini juga memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai 

Pasal 285 R.Bg. 

 Bukti surat bertanda P.10 berupa fotokopi Surat Peringatan I Nomor 

B.248/MIKRO-BDA/V/2018 tanggal 30 Mei 2018, P.11 berupa fotokopi Surat 

Peringatan II Nomor B.275/MIKRO-BDA/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018, P.12 

berupa fotokopi Surat Peringatan III Nomor B.283/MIKRO-BDA/VI/2018 

tanggal 29 Juni 2018, P.13 berupa fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat 

tanggal 01 Oktober 2018, serta P.14 berupa fotokopi Laporan Kunjungan 

Nasabah tanggal 04 Februari 2020, menunjukkan bahwa pihak Tergugat 

mengakui telah menunggak angsuran pokok dan margin serta tidak 
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menyelesaikan kewajiban tersebut, sehingga bukti-bukti tersebut juga 

memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. 

 Dengan demikian, bukti-bukti surat dari P.1 sampai dengan P.14 

menunjukkan bahwa telah terjadi perjanjian akad Pembiayaan Murabahah bil 

Wakalah Nomor 17/AK-WKLH/MIKRO-BDA/II/2018 yang mengikat antara 

Penggugat dan Tergugat. Penggugat juga telah melakukan peringatan 

penagihan kepada Tergugat pada tanggal 30 Mei 2018, 22 Juni 2018, dan 29 

Juni 2018. Meskipun Tergugat membuat pernyataan tertanggal 01 Oktober 

2018, namun tetap menunggak angsuran dan tidak menyelesaikan 

kewajibannya, sehingga Tergugat dianggap telah melakukan cidera janji atau 

wanprestasi. 

 Menurut pengakuan Tergugat dan didukung bukti-bukti yang ada, hakim 

menemukan fakta hukum bahwa akad Murabahah bil Wakalah antara 

Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syaratnya. Berdasarkan hal 

tersebut, hakim memutuskan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji dan 

memerintahkan Tergugat untuk membayar semua sisa kewajibannya kepada 

Penggugat sebesar Rp 197.155.229,00. Hakim juga menyatakan bahwa 

Penggugat berhak menjual tanah dan/atau bangunan yang dijadikan jaminan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengenai pernyataan sita jaminan dan 

putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau 

banding, hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini adalah perkara 

sederhana sehingga sesuai Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 

Tahun 2015, tidak dikenal tuntutan provisi, eksepsi, atau rekonsesi dalam 

perkara sederhana ini. 

 Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim 

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kelas I A pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 

Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1441 H., oleh kami Drs. 
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H.Arinal, M.H, sebagai Hakim pada Mahkamah Syari’ah Kota Banda Aceh, 

Ikhsan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan dalam persidangan 

yang terbuka untuk umum pada hari itu juga. Dengan dihadiri oleh Penggugat 

dan Tergugat. 

2. Tinjauan Hukum Islam Terkait Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah 

Kota Banda Aceh Putusan No.1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna Dalam 

Memutuskan Penyitaan dan Penguasaan Milik Pihak Ketiga. 

 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kasus dalam putusan 

No.1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna berpusat pada Tergugat (debitur) yang dinyatakan 

melakukan wanprestasi terkait kewajibannya untuk membayar angsuran dan 

margin berdasarkan akad Murabahah bil Wakalah untuk pembiayaan modal 

kerja kepada Penggugat (kreditur). Dalam penelitian ini, penulis akan 

menganalisis putusan tersebut dari tinjauan Hukum Islam, terutama dalam 

konteks penyitaan dan penguasaan aset milik pihak ketiga. 

 Dalam penelitian ini, tinjauan Hukum Islam dimaksudkan untuk 

menyoroti ketidaktepatan penggunaan akad dalam pembiayaan yang 

dilakukan. Pihak-pihak terkait menggunakan akad Murabahah bil Wakalah 

untuk pembiayaan personal, padahal akad ini pada dasarnya adalah jual beli. 

Dalam akad murabahah, tidak ada skema bagi hasil, melainkan margin 

keuntungan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah 

pihak. 

 Pada umumnya, akad-akad untuk pembiayaan pribadi didasarkan pada 

jual beli, seperti murabahah, salam, istishna, dan sejenisnya. Sementara itu, 

pembiayaan produktif, seperti modal usaha, menggunakan nisbah bagi hasil 

atau kerja sama melalui akad mudharabah, musyarakah, dan lain-lain. 

Pemilihan akad yang sesuai dengan jenis pembiayaan sangatlah penting karena 

dapat mempengaruhi jalannya perjanjian. Jika akad yang digunakan adalah 
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akad produktif, maka pembiayaannya juga harus bersifat produktif. Namun, 

dalam putusan a quo, hal ini tidak dipraktikkan oleh pihak-pihak yang terlibat. 

 Kasus seperti ini sering muncul, di mana lembaga perbankan syariah 

terkadang menerapkan akad murabahah untuk pembiayaan yang seharusnya 

produktif guna mengurangi potensi kerugian mereka sendiri. Namun, 

kenyataannya, nasabahlah yang harus menanggung risiko yang lebih berat. 

Akibatnya, tidak jarang timbul sengketa wanprestasi karena nasabah tetap 

diwajibkan memenuhi kewajibannya meskipun usahanya menghadapi 

penurunan pendapatan atau bahkan kebangkrutan. 

 Dari putusan dan pertimbangan hakim dalam kasus ini, terlihat bahwa 

hakim dalam mengadili perkara a quo kurang memperhatikan kesesuaian 

penggunaan akad. Hakim hanya fokus pada jenis akad yang tercantum dalam 

perjanjian tanpa mempertimbangkan tujuan sebenarnya dari pembiayaan 

tersebut. Dalam Hukum Islam, penyitaan atas milik pihak ketiga merupakan 

masalah yang sangat sensitif dan memerlukan pertimbangan yang teliti. Prinsip 

utama yang harus diterapkan adalah keadilan. Penyitaan terhadap aset milik 

pihak ketiga, yang tidak terlibat langsung dalam perjanjian atau wanprestasi, 

harus dilakukan dengan sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa hak-hak 

mereka tetap terlindungi dan tidak mengalami kerugian secara tidak adil. 

 Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa penyitaan harta milik 

pihak ketiga harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Proses ini harus 

dilakukan dengan transparansi, memberikan pemberitahuan yang cukup 

kepada pihak ketiga. Pihak ketiga harus diberi kesempatan untuk mengetahui 

alasan penyitaan dan untuk mengajukan pembelaan jika mereka merasa hak-

haknya terlanggar. Hak untuk mendapatkan pemberitahuan dan kesempatan 

membela diri adalah prinsip dasar yang harus dihormati dalam proses 

penyitaan terhadap milik pihak ketiga. 

 Selanjutnya dalam Hukum Islam, terdapat prinsip penting mengenai 

pengecualian untuk pihak ketiga yang tidak terlibat dalam wanprestasi. Jika 
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pihak ketiga tidak terlibat dalam perjanjian atau wanprestasi, maka harta 

miliknya seharusnya dilindungi dari penyitaan. Hakim harus memastikan 

bahwa penyitaan tidak dilakukan terhadap pihak ketiga yang tidak bertanggung 

jawab atas utang atau kewajiban debitur. 

 Selain itu, hakim perlu melakukan evaluasi mendalam mengenai 

kesesuaian tindakan penyitaan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ini 

termasuk menilai apakah tindakan penyitaan dan penguasaan milik pihak 

ketiga dilakukan dengan adil dan tidak menyebabkan kerugian yang tidak 

proporsional. Hakim harus mempertimbangkan dampak jangka panjang 

penyitaan terhadap pihak ketiga dan memastikan bahwa tindakan tersebut tidak 

menimbulkan kerugian yang tidak perlu. 

 Jika penyitaan terhadap milik pihak ketiga tidak dapat dihindari, penting 

untuk menyediakan solusi atau kompensasi yang adil, seperti ganti rugi atau 

alternatif lain untuk melindungi hak-hak pihak ketiga. Hakim harus 

mempertimbangkan berbagai opsi yang dapat memastikan hak-hak pihak 

ketiga tidak dilanggar secara tidak adil. 

 Pengadilan juga harus memperhatikan potensi sengketa yang mungkin 

muncul akibat penyitaan milik pihak ketiga. Hakim perlu memastikan bahwa 

tindakan penyitaan dan penguasaan dilakukan sesuai dengan hukum dan 

prinsip keadilan untuk menghindari konflik yang lebih luas di masa depan. 

Evaluasi cermat terhadap semua aspek hukum dan prinsip keadilan harus 

menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dalam kasus ini. 

 Hakim seharusnya mempertimbangkan dengan lebih mendalam tentang 

kecocokan penggunaan akad dan kemungkinan sengketa yang timbul dari 

ketidaksesuaian akad ketika memeriksa dan memutuskan kasus a quo. Ini 

harus menjadi faktor tambahan dalam proses pengadilan. Penggunaan akad 

yang tidak sesuai dapat menambah risiko sengketa di antara pelaku ekonomi. 

 Isu ini juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penyelesaian 

sengketa melalui prosedur gugatan sederhana. Karena gugatan sederhana 



 
 

55 

diputuskan oleh satu hakim tanpa melibatkan musyawarah dengan hakim lain, 

ada kekhawatiran bahwa dalam usaha memenuhi prinsip sederhana, cepat, dan 

biaya rendah, substansi penyelesaian sengketa bisa terabaikan. Dengan adanya 

majelis hakim, kualitas pemeriksaan diharapkan lebih menyeluruh karena 

melibatkan diskusi kolektif. 
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BAB EMPAT 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

 Pada bab ini, penulis menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil 

penelitian dan analisis yang telah dilakukan di sub-bab sebelumnya. Terdapat 

dua hal utama yang dibahas, yaitu kesimpulan serta rekomendasi yang berkaitan 

langsung dengan isu penelitian, yang merupakan inti dari skripsi ini yaitu: 

1. Berdasarkan Putusan No.1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna, Hakim mengabulkan 

tuntutan pihak bank terkait penguasaan jaminan milik pihak ketiga 

berdasarkan beberapa alasan utama. Pertama, pihak nasabah (Tergugat) telah 

melakukan wanprestasi atau cidera janji terhadap perjanjian pembiayaan 

Murabahah bil Wakalah dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk 

membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan. Kedua, bukti-bukti yang 

diajukan oleh pihak bank (Penggugat), termasuk dokumen pembiayaan, surat 

peringatan, dan bukti serah terima jaminan, telah memenuhi syarat formil 

dan materil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim juga 

mempertimbangkan bahwa pengajuan gugatan oleh pihak bank memiliki 

dasar hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah dan 

peraturan terkait. Selain itu, jaminan yang digunakan adalah sah secara 

hukum dan telah disetujui oleh semua pihak yang terlibat, termasuk pemilik 

jaminan. 

2. Dalam tinjauan hukum Islam, keputusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 

dalam kasus ini menunjukkan penerapan prinsip-prinsip keadilan yang 

sesuai dengan ajaran syariah terkait penguasaan dan penyitaan aset pihak 

ketiga. Meskipun akad Murabahah bil Wakalah digunakan dalam 

pembiayaan, yang pada dasarnya merupakan akad jual beli dengan margin 

keuntungan, keputusan hakim untuk mengizinkan penjualan jaminan milik 
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pihak ketiga (orang tua tergugat) menegaskan bahwa penyelesaian sengketa 

harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati. Dalam konteks hukum Islam, keputusan ini sejalan dengan 

prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan kontraktual, di mana pemenuhan 

kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian menjadi dasar utama dalam 

penegakan hak dan kewajiban. Keputusan hakim mencerminkan upaya 

untuk menjaga keadilan dan integritas dalam proses hukum, dengan tetap 

memperhatikan ketentuan syariah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Untuk pihak penggugat atau nasabah disarankan untuk memahami 

sepenuhnya akad-akad dalam pembiayaan syariah, terutama terkait 

hak dan kewajiban atas jaminan. Sebelum menandatangani, penting 

untuk berkonsultasi dengan ahli hukum syariah guna menghindari 

kerugian. Jika ada keberatan, sampaikan secara tertulis kepada bank 

sebelum akad ditandatangani untuk melindungi hak-hak nasabah. 

2. Pihak bank disarankan untuk memastikan seluruh proses 

pengambilan jaminan sesuai dengan prinsip syariah dan memiliki 

dasar hukum yang jelas, tanpa merugikan pihak ketiga. Bank juga 

perlu meningkatkan transparansi kepada nasabah terkait proses 

pembiayaan dan penggunaan jaminan, serta mengadakan pelatihan 

rutin bagi petugas mengenai regulasi terbaru dan hukum syariah agar 

informasi yang diberikan akurat dan bertanggung jawab. 

3. Hakim Mahkamah Syar'iyah disarankan untuk konsisten menerapkan 

hukum syariah dengan adil, terutama dalam kasus jaminan pihak 

ketiga, serta mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang 

mungkin terjadi. Selain itu, disarankan untuk mengembangkan 
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pedoman yang jelas bagi penanganan kasus serupa di masa depan, 

guna memastikan konsistensi putusan. 

4. Untuk adik-adik leting di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, disarankan 

agar putusan ini dapat dikaji kembali karena masih terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dijadikan topik untuk penelitian ilmiah 

lebih lanjut. Putusan ini menyisakan ruang bagi penelitian mendalam, 

yang bisa dieksplorasi dalam karya ilmiah berikutnya. 
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